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ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN 
KABUPATEN SUKOHARJO SEBELUM DAN SELAMA  
OTONOMI DAERAH. 
 
Penelitian ini bertujuan, pertama Untuk mengetahui komoditi pertanian 
yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan selama 
Otonomi Daerah, dan Untuk mengetahui sektor perekonomian yang menjadi 
sektor potensial di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan selama otonomi daerah 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan bentuk penelitian deskriptif 
analisis yaitu yang menganalisa komoditi unggulan sektor pertanian, dengan 
kurun waktu tahun 1997 sampai 2007, Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi analisis  LQ  (Location Quotient) untuk menganalisis sector 
basis/sektor unggulan. 
Hasil perhitungan analisis Location Quotients pada masa sebelum 
pelaksanaan otonomi daerah yaitu tahun 1997-2000, dapat diketahui komoditi 
yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 
subsektor Tanaman Bahan Makanan terdiri dari Padi, Kacang tanah dan Kedelai,  
subsektor  Perkebunan adalah Mete, sedangkan subsektor Peternakan terdiri dari 
Kambing dan Kerbau. Sementara selama pelaksanaan otonomi daerah yaitu kurun 
waktu tahun 2001-2007, komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di 
Kabupaten Sukoharjo, yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan terdiri dari Padi, 
Kacang tanah dan Kedelai, sedangkan subsektor Perkebunan terdiri dari Mete dan 
Tebu, sedangkan subsektor Peternakan terdiri dari Kambing, Domba,  dan Ayam 
ras. 
     Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa antara masa sebelum 
maupun selama pelaksanaan otonomi daerah, komoditi subsektor yang tergolong 
dalam klasifikasi komoditi basis tidak jauh berbeda. Sektor dan subsektor 
ekonomi yang pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi 
basis di Kabupaten Sukoharjo tetap bertahan menjadi komoditi basis pada masa 
selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2007. Namun terdapat beberapa 
komoditi yang sebelum otonomi daerah merupakan komoditi basis kemudian 
menjadi komoditi non basis pada selama otonomi daerah yaitu subsektor 
perkebunan yaitu komoditi Tebu, Subsektor Peternakan yaitu komoditi Domba 
dan Ayam ras. 
 
 







A.  Latar Belakang 
Pembangunan merupakan suatu proses mulitidimensi yang 
mencerminkan perubahan stuktur masyarakat secara keseluruhan baik itu 
stuktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan 
tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi 
ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan 
terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupu  
spiritual (Todaro,2000:20). 
Pembangunan ekonomi dalam (Arsyad,1999:6), sebagai suatu proses 
yang menyebabkan perubahan–perubahan ciri–ciri penting dalam suatu 
masyarakat misalnya perubahan keadaan sistem politik, stuktur sosial dan 
sistem ekonomi. Jika perubahan itu terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi 
bisa dikatakan suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan 
yang sifatnya demikian. 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 
daerah dan kelompok - kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang 
ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor 
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 
perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). 
Wujud perekonomian daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran 
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masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan (engine of grow ) 
baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta 
sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Secara alamiah 
pembangunan ekonomi harus didukung oleh berkembangnya sektor pertanian 
yang kuat baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari sisi 
penawaran, sektor pertanian harus mampu menciptakan surplus produksi yang 
menguntungkan bagi produsen dan dapat di bantukan kembali pada kegiatan 
produksi yang ditanamkan kembali pada kegiatan produksi yang tinggi dan 
menciptakan kegiatan industri yang bertumpu pada kemampuan sektor 
pertanian sebagai sumber dari investasi dan penyedia bahan baku bagi industri 
yang bersangkutan. Dari sisi permintaan adalah pertanian yang kuat harus 
menciptakan permintaan potensial bagi produk sektor pertanian itu sendiri/ 
produk kegiatan lain  yang tidak dihasilkan oleh sektor lain (Sumodiningrat 
dan Mudrajat:19). 
Tujuan pembangunan  pertanian  adalah meningkatkan produksi dan 
mutu hasil yang berdaya saing tinggi dalam rangka mencapai ketahanan 
pangan dan peluang pasar, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta keluarganya melalui 
agribisnis lainnya terutama dipedesaan, meningkatkan kualitas masyarakat 
tani dan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan pembangunan 
pertanian dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui 
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pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berkerakyatan 
dan berkelanjutan. 
Pada masa krisis sektor pertanian mampu bertahan dari guncangan 
stuktural ekonomi makro hal ini ditunjukkan oleh fenomena dimana sktor ini 
tetap mampu tumbuh positif pada saat puncak krisis ekonomi sementara 
sektor ekonomi lainnya mengalami kontraksi. Saat krisis pada kondisi paling 
parah yang ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB negatif yakni sepanjang 
triwulan pertama 1998 sampai triwulan pertama 1999, tampak bahwa sektor 
pertanian tetap bisa tumbuh dimana pada triwulan pertama dan triwulan 
ketiga tahun 1998 pertumbuhan  sektor pertanian masing-masing 11,2%, 
sedangkan pada triwulan pertama tahun 1999 tumbuh 17,5%. Adapun 
umumnya sektor non pertanian pada periode krisis ekonomi yang parah 
tersebut pertumbuhannya adalah negatif (Irawan,2005:80). 
Ditinjau dari stuktur perekonomian nasional, sektor pertanian 
menempati posisi yang penting dalam konstribusinya terhadap PDB.  
Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling  
besar dari pada sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 
2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi 
diantara sektor – sektor lain. Berdasarkan data BPS tahun 2004 menunjukkan  
disisi lain kita perlu mencermati menurunnya kontribusi sektor pertanian 
terhadap perekonomian nasional dimana mulai tahun 1969-1973 atau Pelita I 
kontribusi sektor pertanian sebesar 33,69%) sedangkan pada akhir tahun 2004 
4 
 
tercatat kontribusi sektor pertanian terhadap stuktur perekonomian sebesar 
15,39%. 
Pertambahan Penduduk mendorong  perlunya pengadaan pangan yang 
lebih besar sehingga produksi  pertanian harus ditingkatkan. Peningkatan 
produksi pertanian dicapai dengan peningkatan produktivitas disebabkan 
karena terbatasnya tanah dan waktu (Salim,1986:32). Sempitnya lahan 
pertanian dan dibangunnya industri – industri ataupun bangunan fisik yang 
ditantai  dengan tidak suburnya lahan akan mengganggu proses kegiatan 
pertanian dalam menghasilkan produksi. Pengalihan fungsi lahan dari fungsi 
pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan 
pertanian  yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk 
pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung 
berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Faktor penyebab 
lain yaitu adanya perubahan iklim global yang mengakibatkan bencana alam, 
sehingga banyak areal panen menjadi puso, dan produksi menghadapi resiko 
berupa ketidakpastian iklim (Purwaningsih,2008). 
Program peningkatan bahan pangan diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat strategis 
dan penting. Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi 
kehidupan manusia, karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting 
dari hak asasi manusia. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan 
nasional yang saat ini dinilai paling rapuh. Pembangunan ketahanan pangan di 
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Indonesia dalam Undang–undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan sebagai 
usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam 
jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta 
terjangkau oleh setiap individu. 
Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan yaitu menjamin 
ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, 
kelembagaan dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk 
meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang dalam memenuhi 
kebutuhan dasar penduduknya selalu mengabaikan keswadayaan, akan 
berbantun pada negara lain dan menjadi negara yang tidak berdaulat 
(Arifin,2004 dalam Purwaningsih,2008). 
Sektor perekonomian yang mempengarui pembangunan daerah di 
Kabupaten Sukoharjo adalah sektor pertanian yang meliputi sub sektor 
tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan 
sub sektor perikanan. Penentuan  komoditi unggulan  daerah merupakan  salah 
satu faktor dari pengembangan ekonomi. Pada kenyataannya hampir di semua 
daerah mempunyai komoditas unggulan. Pengembangan  komoditas unggulan 
di semua daerah tidak seluruhnya berjalan sukses karena masih rendahnya 
pembiayaan. 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis 
mengenai komoditi unggulan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo 
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sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. 
Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil judul : 
”ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN 
KABUPATEN SUKOHARJO SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI 
DAERAH”. 
B. Perumusan Masalah 
1. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten 
Sukoharjo sebelum dan selama Otonomi Daerah ? 
2. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi sektor potensial di Kabupaten 
Sukoharjo sebelum dan selama Otonomi Daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di 
Kabupaten Sukoharjo sebelum dan selama Otonomi Daerah? 
2. Untuk mengetahui komoditi pertanian  yang menjadi sektor potensial di 
Kabupaten Sukoharjo sebelum dan selama Otonomi Daerah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan didalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan 
pembangunan di Kabupaten Sukoharjo terutama di sektor komoditi 
pertanian. 
2. Bagi penulis, hasil penulisan ini merupakan suatu penerapan terhadap 
pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama masa mengikuti kuliah 
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3. Sebagai bahan informasi yang dapat menjadi bahan studi penelitian sejenis 
secara lebih mendalam dan juga sebagai perbandingan penelitian dimasa 


























A. Pengertian Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. 
Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu 
negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah 
kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga 
dapat didifinisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses 
multidimensi yang mencerminkan perubahan stuktur masyarakat secara 
keseluruhan baik itu stuktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan 
nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan 
sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara 
material maupun spiritual (Todaro,2000:21). 
Menurut pendapat Profesor Goulet dan tokoh–tokoh lainnya 
(Todaro,2000:27) terdapat 3 komponen atau nilai inti yang dijadikan basis 
konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang 
hakiki, yaitu: 
a. Kecukupan 
Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar. 
Kebutuhan dasar meliputi  sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan. 
Apabila dari kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan muncul 
“keterbelakangan absolute”. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi,  
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pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin 
masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala 
kesengsaraan dan ketidakberdayaan akibat kekurangan kebutuhan dasar 
tersebut. Atas dasar itulah, kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan 
pembangunan ekonomi merupakan prasarat bagi membaiknya kualitas 
kehidupan. 
b. Harga Diri 
Komponen dari kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan diri 
sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu 
dan seterusnya. 
c. Kebebasan dari sikap  menghambat kemampuan untuk memilih 
Menurut Todaro (2006), proses pembangunan harus  memiliki 3 
tujuan inti : 
a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 
barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan,  
perlindungan dan keamanan). 
b. Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan 
pendapatan. Namun juga meliputi penambahan penyediaan, lapangan 
pekerjaan, perbaikan, kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas 
nilai - nilai kultural dan kemanusiaan. Dimana semuanya itu tidak hanya 
untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk 
menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan. 
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c. Perluasan pilihan – pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan 
bangsa secara keseluruan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap 
ketergantungan 
Menurut Siagian (1988) pembanguan harus memperhatikan beberapa 
aspek  
a. Potensi yang diawali oleh suatu daerah, baik dalam arti kekayaan alam 
maupun sumber daya insani 
b. Kemampuan daerah untuk membangun dirinya dalam  kerangka 
pembangunan nasional secara keseluruan 
c. Keselarasan antara pembangunan daerah dan pembanguan sektoral 
d. Keselarasan pembangunan antar seluruh daerah tujuan dari pembangunan  
e. Keselarasan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah. 
Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak 
yang melibatkan perubahan – perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap 
masyarakat dan kelembagaan nasional  seperti halnya percepatan pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan ketidakmerataan atau ketimpangan dan kemiskinan 
absolut (Todaro,2000:20). 
Pengertian pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima 
adalah definisi dari Meir (1997)  yang mendefinisikan bahwa pembangunan 
ekonomi merupakan proses dimana suatu negara mampu meningkatkan 
pendapatan perkapita penduduk selama kurun waktu yang panjang dengan 
melihat bahwa jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 
absolute tidak meningkat serta distribusi pendapatan tidak makin timpang 
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(Meir dalam Kuncoro,1997).  Proses dalam arti berlangsungnya kekuatan – 
kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengarui.  Rostow 
mendefisinikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang 
menyebabkan perubahan–perubahan ciri–ciri penting dalam suatu masyarakat 
misalnya perubahan keadaan sistem politik, stuktur sosial dan sistem ekonomi. 
Jika perubahan itu terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan 
suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan yang sifatnya 
demikian (Arsyad,1999:49). 
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk menaikkan taraf 
hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan 
riel per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan 
nasional riel dan untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan 
Suparmoko,1990:5). 
Peningkatan pendapatan perkapita  dalam waktu yang relativ lama 
yang disertai dengan : 
a. Terjadinya tranformasi dalam struktur produksi, struktur perdagangan 
internasional dan transformasi bidang demografi dalam arti yang luas. 
b. Makin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis 
kemiskinan. 
c. Terjadinya distribusi / pembagian pendapatan secara relatif tanpa menjadi 
tambah buruk 




Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional 
yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik 
ekonomi dan non ekonomi. Oleh karena itu sasaran pembangunan yang 
minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) adalah 
1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan 
bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, 
kesehatan dan lingkungan. 
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi 
pendapatan dan penyediaan lapangan kerja , pendidikan yang lebih baik 
dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai – nilai budaya manusiawi, 
yang semata – mata bukan hanya untuk   memenuhi kebutuhan materi 
akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu 
atau nasional.  
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu 
dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan 
ketergantungan , tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain 
tetapi dari sumber sumber kebodohan dan penderitaan. 
Tujuan pembangunan ekonomi dibagi menjadi tujuan utama dan tujuan 
sampingan. Tujuan utama adalah menaikkan atau memperbesar output nasional 
dan pendapatan masyarakat. Tujuan ini adalah dalam rangka menunjang 
tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan 
sampingan adalah mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, tingkat 
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ekonomi yang, memerangi kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran 
(Baldwin Meier dalam mudrajat Kuncoro,1997:19) 
Menurut Todaro (2000) dalam tujuan suatu pembangunan merupakan 
suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diuupayakan cara–caranya 
oleh masyarakat melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan 
kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik 
Ada empat model pembangunan  yaitu model pembangunan ekonomi 
yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, 
penghapusan kemiskinan, dan model pembangunan yang berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan dasa. Berdasarkan atas model diatas pembangunan 
tersebut semuanya bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan 
barang–barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja yang baru dengan upah 
yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua 
rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal (Suryana,2000:63). 
B. PEMBANGUNAN DAERAH 
1.  Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah 
Sebelum membahas masalah pembangunan ekonomi daerah dan 
perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya membahas 
pengertian daerah (Arsyad,1999:107-108). Pengertian daerah berbeda 
tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga 
pengertian yaitu  
a. Daerah Homogen, dalam pengertian ini mengangap suatu daerah 
sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan di berbagai 
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pelosok ruang tersebut sifat–sifatnya adalah sama. Jadi batas–batas 
diantara satu daerah dengan daerah lain ditentukan oleh titik–titik 
dimana kesamaan sifat–sifat tersebut sudah mengalami perubahan. 
Perubahan sifat–sifat dapat ditinjau dari segi pendapatan perkapita 
penduduknya, dari sosial budaya, geografis ataupun struktur 
ekonominya. 
b. Daerah Nodal 
Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai 
oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. 
c. Daerah perencanaan, memberikan batasan sesuatu daerah berdasarkan 
pembagian administratif  dari suatu negara. Jadi menurut pengertian ini 
suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu 
administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, desa dan 
sebagainya. Jadi pengertian daerah lebih ditunjukkan dan didasarkan 
pada pembagian administrasi suatu Negara / Wilayah. 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 






2.  Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 
 Tujuan strategi pembangunan adalah mengembangkan lapangan 
kerja bagi penduduk, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan 
mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam 
(Arsyad,1999:122). Strategi pembangunan ekonomi dapat dibedakan 
menjadi 4 yaitu: 
a. Strategi pengembangan Lokalitas 
Melalui pembangunan program perbaikan kondisi daerah ditujukan 
untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, daerah 
akan berpengaruh bagi pengembangan dunia usaha daerah. Secara 
khusus strategi pembangunan fisik atau lokalitas adalah utuk 
menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau 
kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota 
dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah 
b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha 
Pengembangan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi 
daerah karena daya tarik atau daya tahan kegiatan dunia usaha 
merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang 
sehat. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan 
dunia usaha ini yakni : penciptaan iklim usaha, pembuatan pusat 
informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha 
berhubungan dengan aparat pmerintah daerah untuk segala 
kepentingan, seperti perijinan serta pendirian pusat konsultasi dan 
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pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran dan 
pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan. 
c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam 
proses pembangunan ekonomi. Sebab peningkatan kualitas dan 
keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. 
Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan 
dengan cara antara lain: pelatihan dengan sistim customized training. 
Sisem ini adalah sistem pelatihan yang dirancang khusus untuk 
memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. Selain itu dapat 
juga dilaksanakan pembuatan bank keahlian dimana informasi yang 
ada dalam bank berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang 
yang menganggur di suatu daerah. Selanjutnya adalah  penciptaan 
iklim yang mendukung bagi pengembangan lembaga pendidikan dan 
ketrampilan 
d. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang 
ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu 
di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini juga sering 
dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan 
seperti ini berkembang di Indonesia belakangan ini karena ternyata 
kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat 
bagi kelompok–kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini 
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untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan 
proyek –proyek padat karya. 
C.  Perencanaan Ekonomi Daerah 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan untuk 
memperbaiki sumber daya sumber daya publik yang tersedia di daerah 
tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan 
nilai sumber daya sumberdaya swasta secara bertanggung jawab  
(Arsyad,1999:127). 
Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang terdapat 
dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran yang 
dilakukan dalam proses pembangunan. Ada empat peran yang diambil oleh 
pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu 
(Arsyad,1999:120-121) : 
a. Enterpreneur, pemerintah berperan dan bertanggung jawab untuk 
menjalankan usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu 
usaha sendiri dengan BUMD. Sehingga asset – asset pemerintah daerah 
harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis 
menguntungkan. 
b. Koordinator, Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk 
menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi bagi 
pembangunan daerahnya. Dalam peranannnya sebagai coordinator, 
pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga – lembaga pemerintah 
lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran – sasaran, 
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rencana–rencana dan strategi–strategi pendekatan ini sangat potensial 
dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) 
dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat 
yang maksimum dari padanya. 
c. Fasilitator, Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan ekonomi 
melalui perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Hal ini akan 
mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta 
pengaturan penetapan daerah. Pentingnya campur tangan pemerintah 
dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mencegah akibat – akibat 
buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga 
agar pembangunan dan hasil – hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah 
yang ada. 
d. Stimulator, Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 
pengembangan usaha melalui tindakan – tindakan khusus yang akan 
mempegarui perusahaan – perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan 
menjaga agar perusahaan – perusahaan yang ada tetap berada di daerah 
tersebut. 
Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah 
(Arsyad,1999:133) : 
1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan 
pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional 
dimana daerah tersebut merupakan bagian, keterkaitan secara mendasar 
antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut 
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2. Sesuatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, atau 
sebaliknya, 
3. Perangkat kelembagaan maupun proses pengambilan keputusan yang 
tersedia untuk  pembangunan daerah dan tingkat pusat sangat berbeda. 
Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup 
keputusan–keputusan atau pilihan–pilihan berbagai alternatif penggunaan 
sumberdaya untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu pada masa yang akan 
datang (Arsyad,1999:19-20). Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 
elemen dasar perencanaan yaitu :  
i. Merencanakan berarti memilih 
Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan 
proses pengambilan keputusan sangat erat sehingga banyak literature 
perencanaan membahas pendekatan – pendekatan alternative proses 
pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor – faktor 
yang mempengarui pembuatan keputusan dan urut – urutan tindakan di 
dalam proses pengambilan keputusan. 
ii. Perencanaan merupakan sebagai alat pengalokasian sumber daya 
Penggunaan istilah “sumber daya” disini menunjukkan segala 
sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. 
Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana 
penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik – baiknya. Oleh karena itu 
kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut berpengaruh sanga penting 
dalam proses memilih diantara berbagai pilihan tindakan yang ada. 
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iii. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan 
Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul 
berkenaan dengan sifat dan proses penetapan. Salah satu masalah yang 
sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan 
mereka kurang dapat diarkulasikan secara tepat. 
iv. Perencanaan sebagai untuk masa depan 
Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. 
Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa akan datang 
dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan. 
Perencanaa pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu yang 
pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang 
hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasa nilai yang dimiliki 
masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah suatu pilihan – pilihan 
diantara cara–cara alternative yang efisien serta rasional guna mencapai 
tujuan–tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka 
panjang tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan  
ukuran-ukuran tertentu yang lebih dahulu harus dipilih pula (Arsyad,1999:21). 
 
E. Pertumbuhan ekonomi daerah 
Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya sektor basis. 
Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan adalah 
relevan dengan teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux 
(1998) .Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. 
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Menurut Perroux, kota merupakan suatu tempat sentral sekaligus kutup 
pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat terutama 
daerah perkotaan yang  di sebut sebagai pusat pertumbuhan dengan instensitas 
berbeda.  
Dilain pihak diungkapkan bahwa industri unggulan merupakan 
penggerak utama pembangunan daerah sehingga dimungkinkan dilakukannya 
pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. 
Pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar 
daerah, sehingga perkembangan industri suatu daerah berpengaruh dalam 
perkembangan daerah lainnya (Hairul Aswandi dan Mudrajat Kuncoro dalam 
Mulyanto,2004:15).  
Ada 3 faktor yang mempengarui pertumbuhan ekonomi dalam suatu 
masyarakat menurut Todaro (2000). Faktor–faktor tersebut diungkapkan oleh 
sebagai berikut: 
1. Akumulasi modal, meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan 
fisik dan sumberdaya manusia 
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja 
3. Kemajuan teknologi 
Lebih lanjut diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
dipengarui oleh faktor internal dan faktor ekternal.  Faktor internal adalah 
daya dukung ekonomi di dalam daerah seperti sumber daya manusia, 
investasi, sumber daya alam, sarana dan prasarana penunjang aktivitas. 
Sedangkan faktor eksternal yang merupakan kekuatan dari luar adalah campur 
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tangan pemerintah yang diimplementasikan dalam penyaluran dana 
pembangunan melalui dana inpres dan dana bentuk lain pada daerah atau 
sektor yang diprioritaskan.  
Pada pembangunan ekonomi regional memberikan tekanan pada 
unsure region, maka faktor–faktor yang menjadi perhatian juga berbeda apa 
yang ada pada pertumbuhan  ekonomi nasiona. Pada teori pertumbuhan 
ekonomi nasional faktor–faktor yang perlu diperhatikan adalah modal, 
lapangan pekerjaan dan kemajuan teknologi. Akan tetapi pada teori 
pertumbuhan ekonomi regional, faktor–faktor yang mendapat perhatian utama 
adalah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah. 
Karena perbedaan faktor–faktor tersebut maka analisa pertumbuhan ekonomi 
berbeda dengan teori–teori dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi 
nasional. 
Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan 
beberapa teori, antara lain: 
1. Teori Lokasi 
Teori lokasi mengutamakan pertimbangan posisi sebuah lokasi 
(tempat) kegiatan ekonomi dari biaya transport terendah untuk 
mendatangkan sumber daya manusia dan memasarkan produk. Pada 
dasarnya teori lokasi ini bersifat mikro, namun pada perkembangannya 
lokasi dapat dipandang makro yaitu apabila sebuah wilayah dibandingkan 




Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. 
Kelompok pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip–prinsip 
Least Cost Theory yang menekankan analisa pada aspek produksi dan 
mengabaikan unsur pada pasar dan permintaan. Analisa ini dari aliran least 
cost theory didasarkan pada asumsi  pokok antara lain : lokasi pasar dan 
sumber bahan baku telah tertentu, sebagai bahan baku adalah localized 
materials, tidak terjadi perubahan teknologi, ongkos transport tetap untuk 
setiap kesatuan produksi dan jarak.  
Kelompok kedua dinamakan Market Area Theory dimana faktor 
permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan lokasi. Teori ini disusun 
atas dasr beberapa asumsi utama yaitu konsumen tersebar secara merata 
keseluruh tempat, bentuk persamaan permintaan dianggap sama dan 
ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama. 
Kelompok yang ketiga dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan 
lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan 
perusahaan untuk menyewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku didaerah 
perkotaan yang harga dan sewa tanah yang sangat tingggi. Teori ini juga 
disusun atas dasar beberapa asumsi tertentu yaitu: terdapat seluas tanah 
yang dapat dimanfaatkan dan tingkat kesuburan yang sama, ditanah 
tersebut terdapat sebuah pusa produksi dan konsumsi, ongkos angkut sama 
untuk setiap kesatuan jarak produksi, harga produksi juga sama untuk 




Teori Lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan 
lokasi yang dapat meminimumkan biaya. Lokasi optimum dari suatu 
perusahaan industri pada umumnya terletak  dimana permintaan  
terkonsentrasi atau pada sumber bahan baku.  
2. Teori basis ekoniomi 
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut model basis 
ekonomi ditentukan oleh kemampuan suatu daerah tersebut melakukan 
ekspor berupa barang dan jasa termasuk tenaga kerja.  
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya 
sektor basis. Kemajuannya antara lain disebabkan oleh perkembangan 
transportasi  perkembangan permintaan dan pendapatan dari wilayah lain, 
perkembangan tektnologi dan prasarana lainnya. Kemunduran sektor basis 
disebabkan oleh perubahan permintaan dari luar wilayah, habisnya sumber 
cadangan sumber daya alam yang dimiliki derah yang bersangkutan dari 
perkembangan teknologi (Yasri,1994:9). 
3. Teori kausasi komulatif 
Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk 
menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif. Hal ini berarti 
kekuatan–kekuatan pasar  cenderung memperparah kesenjangan antara 
daerah daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi 





4. Model daya tarik 
Model dari teori ini adalah pendekatan atau strategi pengembangan 
wilayah melalui pemberian insentif dari sisi perpajakan atau bahkan 
mengalihkan penanaman modal dari daerah lain. Harapannya adalah 
bahwa dengan semakin banya modal masuk ke dalam suatu wilayah, maka 
semakin tinggi aktivitas ekonomi sehingga pemasukan pajak akan semakin 
banyak dan dapat mengganti pengorbanan diri dari pemerintah daerah 
yang dilakukan sebelumnya untuk dapat menarik perhatian.  
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi 
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang 
mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi 
pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif 
(Arsyad,1999:18). 
5. Tempat sentral 
Teori ini mengangkap bawa ada semacam hierarki tempat setiap 
tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang 
menyedikan sumber daya industri dan bahan baku. Tempat sentral tersebut 
merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk 
daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada 
pembangunan ekonomi daerah, baik di daaerah perkotaan maupun di 
daerah pedesaan (Arsyad,1999:117). 
Dampak dari adanya tempat sentral ini adalah aglomerasi industri. 
Keuntungan dari adanya aglomerasi industri adalah semacam keuntungan 
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yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahan 
industri yang tergabung didalamnya beroperasi dengan skala besar , kaena 
adanya jaminan sumber bahan baku dan pasar. Kedua, yaitu adanya saling 
keterkaitan antar industri sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran 
dapat dipenuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum.  
Ketiga yaitu timbulnya fasilitas sosial dan ekonomi dapat 
digunakan secara bersama  sama sehingga pembebanan ongkos untuk 
masing– masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin 
(Hendra Esmara,1985:3360).  
Untuk mempelajari apakan suatu sektor ekonomi merupakan sektor 
basis atau non basis dalam suatu wilayah dapat digunakan metode 
pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung 
(Glasson,1974 dalam Yasri,1994:9) Metode pengukuran langsung 
dilakukan melalui survai secara langsung dalam mengidentifikasi sektor 
mana yang menjadi basis dan mana yang non basis. Melalui pendekatan 
ini dapat ditentukan sektor basis ataupun non basis secara tepat, tetapi 
pelaksanaannya memerlukan dana dan sumber daya yang besar. 
4. Teori ekonomi neo klasik kausasi kumulatif.  
Dalam teori Neo Klasik yang dikembangkan oleh Solow (1970) 
dan Swan (1956), ini menggunakan unsur perumbuhan penduduk, 
akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling 
berinteraksi. Teori ini melihat bahwa dalam banyak hal  mekanisme  pasar. 
Dan tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber atau akumulasi modal, 
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bertambahnya tenaga kerja dan peningkatan teknologi ( obinson 
Tarigan,2004:50)  
Peranan teori ekonomi neo klasik tidak terlalu besar dalam 
menganalisis pembangunan daerah karena teori ini tidak memiliki dimensi 
spasial yang signifikan. Teori ini memberi dua konsep dalam 
pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor 
produksi artinya sistem perekonomian akan mendapati keseimbangan 
alamiah jika modal bisa mengalir  tanpa pembatasan. Oleh karena itu 
modal akan mengalir dari yang daerah yang berupah tinggi ke daerah yang 
berupah rendah (Arsyad,1999:116). 
5. Teori Kausasi Kumulatif  
Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk 
menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif ini, Kekuatan-
kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah 
tersebut. Daerah yang maju  mengalami akumulaisi keunggulan kompetitif 
dibandingkan daerah-daerah lain   
6. Teori Pusat Pertumbuhan 
Teori Perroux yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan 
merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan 
industri daerah yang diterapkan di berbagai Negara dewasa ini. Perroux 
mengatakan pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu 
yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut 
pusat pertumbuhan dengan intensitas berbeda (Arsyad,1999:147). 
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Inti dari Teori Perroux adalah sebagai berikut : 
1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri uggulan yang merupakan 
industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah, karena 
keterkaitan antar  industri sangat erat, maka perkembangan industri di 
daerah tersebut akan mepengarui perkembangunan daerah daerah lainnya. 
2.  Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan, 
karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda 
antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan 
mempengarui perkembangan daerah-daerah lainnya. 
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistim industri yang relatif aktif  
(industri unggulan) dengan industri yang relatif pasif yaitu industri yang 
tergantung dari industri atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju 
atau akhir mempengarui daerah yang relatif pasif.  
 
E.  OTONOMI DAERAH 
1. Pengertian Otonomi Daerah 
Secara etimologis otonomi berasal dari auto dan nomos, mengatur/ 
mengendalikan sendiri. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, 
otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 




Menurut Dafang Solihin dan Deddy Supriady Bratakusumah, 
mengenai tentang otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Dafang Solihin dan Deddy 
Supriady,2001:17). Selain itu pengertian otonomi daerah berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak dan wewenang daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh peraturan 
perundangundangan. Penjelasannya ialah otonomi daerah harus 
berdasarkan Undang-undang  Dasar 1945 yaitu otonomi yang 
berkedaulatan rakyat yang memandang dan mengingat dasar 
permusyarwaratan rakyat. 
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, 
daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan 
tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari 
pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas 
aspirasi masyarakat 
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha–
usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah yatiu : 
1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah 
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2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut 
serta dalam proses pembangunan 
2. Tujuan Otonomi Daerah 
Tujuan otonomi daerah untuk memungkinkan daerah yang 
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004. 
Bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 
meningkatkan daerah yang bersangkutan dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya 
kebutuhan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 
peran serta masyarakat. 
Sasaran dan tujuan yang ditinjau dalam pemberian otonomi kepada 
daerah yaitu: 
a. Menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang 
b. Meningkatkan pelayanan masyarakat 
c. Menumbuhkan kemandirian daerah 
d. Menigkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan 
e. Terwujudnya Kemandirian daerah yang berbasis potensi lokal 
f. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah 




3.  Landasan Otonomi Daerah 
Landasan otonomi daerah sebagai perwujudan sistem 
penyelengaraan pemerintah yang berdasarkan atas dasar desentralisasi 
yang diwujudkan dengan otonomi luas, nyata dan dilaksanakan dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur kerangka landasan 
dalam Undang–Undang 1945 diantaranya (i) Pasal 1 ayat 1 berbunyi 
“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (ii) 
Pasal 18 yang menyatakan “Pembagian daerah di Indonesia atas daerah 
besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnya, ditetapkan 
dengan Undang–Undang dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyaraaratan dalam sistem pemerintah negara.  Dari ketentuan dalam 
pasal 18 Undang–Undang Dasar 1945 beserta penjelasan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah–daerah, baik bersifat 
otonom maupun yang bersifat administratif. 
b. Daerah–daerah itu mempunyai pemerintahan 
c. Pembagian wilayah seperti termaksut dalam poin 1 dan bentuk 
susunan  pemerintahnya ditetapkan dengan Undang–Undang. 
d. Dalam pembentukan daerah–daerah itu, terutama daerah otonom 
dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak–hak 
asal– usul dalam daerah bersifat istimewa (asli). 
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Dalam Undang Undang No.32 tahun 2004, pemberian kewenangan 
otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi. 
F. Teori – Teori Utama Pembangunan Ekonomi 
Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow, Profesor W.W.Rostow menjelaskan 
proses perkembangan ekonomi ada lima tahap pertumbuhan ekonomi 
(Jhingan,1994:142-155). 
1. Masyarakat Tradisional 
Struktur sosial masyarakat bersifat  berjenjang; hubungan darah 
dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Kekuasaan politik 
terpusat di daerah ditangan bangsawan pemilik tanah. Jadi sektor pertanian 
mempunyai peranan yang penting. (Jhingan,1994:147). 
Menurut Rostow  masyarakat tradisional adalah masyarakat yang 
fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif 
masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat di pengarui 
oleh nilai–nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun 
temurun (Arsyad,1992:42). 
2. Prasarat untuk tinggal landas 
Tahap kedua ini merupakan masa transisi dimana prasarat–prasarat 
pertumbuhan swadaya dibangun dan diciptakan oleh masyarakat industri. 
Sektor industri mulai berkembang disamping sektor pertanian yang masih 
memegang peranan penting dalam perekonomian. Perekonomian mulai 
bergerak dinamis dari industri–industri bermunculan, perkembangan 
teknologi yang pesat dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana 
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masyarakat mulai bermunculan serta terjadi investasi besar–besaran 
terutama pada industri manufaktur. Tahap ini merupakan tonggak 
dimulainya industrialisasi. 
   Prasarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi itu, 
menurut Rostow biasanya memerlukan perubahan radikal pada tiga sektor 
non industri yaitu:  
1. Perluasan modal overhead sosial, khususnya dibidang transport, untuk 
memperluas pasar, untuk menggarap sumber alam lebih produktif dan 
untuk memungkinkan negara dapat memerintah secara efektif. 
2. Revolusi teknologi di bidang pertanian, sehingga produktivitas 
pertanian meningkat untuk memenuhi permitaan penduduk kota yang 
semakin membesar dan penduduk lain pada umumnya. 
3. Perluasan import, termasuk import modal, yang dibiayai oleh produksi 
yang efisien dan pemasaran sumber daya alam untuk eksport. 
3. Tinggal landas 
Tahap tinggal landas merupakan tahap yang menentukan di dalam 
kehidupan masyarakat. Dimana ketika pertumbuhan mencapai kondisi 
normalnya kekuatan modernisasi berhadapan dengan masyarakat 
tradisional membuat terobosan yang menentukan dan kepentingan bersama 
membentuk struktur masyarakat tersebut. Dengan istilah kepentingan 
bersama itu Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan 
menurut deret ukur dengan simpanan pokok.  
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Di tempat lain Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai 
revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal 
di  dalam metode produksi yang dalam waktu relatif singkat menimbulkan 
konsekuensi yang menentukan. 
Tiga kondisi penting yang saling berkaitan, merupakan persyaratan 
tahap tinggal landas yaitu : 
1. Tingkat investasi neto melebihi 10 persen dari pendapatan nasional. 
 Salah satu kondisi penting bagi tinggal landas adalah kenaikan output 
per kapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, demi 
mempertahankan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi di 
dalam perekonomian. 
2. Perkembangan sektor-sektor penting 
Menurut Rostow (Jhingan,1994:146), pertumbuhan cepat sector-sektor 
utama tergantung  pada adanya 4 faktor dasar:  
a. Harus ada kenaikan permintaan efektif terhadap produk sektor-
sektor tersebut, yang biasanya dicapai melalui pengurangan 
konsumsi, impor modal atau melalui peningkatan tajam pendapatan 
nyata. 
b. Harus ada pengenalan fungsi produksi baru dan perluasan kapasitas 
di dalam sektor-sektor tersebut. 
c. Harus ada keuntungan investasi dan modal lebih dulu yang 
memadai untuk tinggal landas pada sektor-sektor penting ini. 
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d. Sektor–sektor penting harus mendorong perluasan output di sektor 
lain melalui transformasi teknik. 
3. Kerangka Budaya yang mendorong ekspansi. 
Persyaratan terakir bagi tinggal landas adalah hadir atau muncul 
kerangka budaya yang mendorong ekspansi di sektor modern. Syarat 
penting untuk ini adalah kemampuan perekonomian untuk 
menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah 
tadi guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang 
pabrik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui 
ekspansi sektor-sektor penting. 
4. Dorongan menuju Kedewasaan 
Tahap menuju kedewasaan ini sebagai masa di mana masyarakat 
sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua 
kegiatan produksi (Arsyad,1992:47). Tahapan ini juga ditandai dengan 
munculnya beberapa sektor penting baru seperti diungkapkan oleh Rostow 
diatas dalam sektor penting pada tahap tinggal landas. 
5. Masa konsumsi tinggi 
Merupakan akhir dari tahapan pembangunan yang dikemukakan 
oleh Rostow. Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi 
besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota.  Akibat 
pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja.  Pada fase 
ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran menuju ke 
pendekatan permintaan dalam proses produksi yang dianut.  
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Sementara itu terjadi pula pergeseran perilaku ekonomi yang 
dianut.   Pada tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow, 
pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada 
masalah–masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan 
masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi (Arsyad,1992:48). 
G. Teori Komoditas Unggulan 
Menurut Syafaat dan Supena (2000), konsep dan pengertian komoditas 
unggulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran (supply) dan sisi 
permintaan (demand). Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan 
merupakan komoditas yang paling superior dalam pertumbuhannya pada 
kondisi bio-fisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah 
tertentu. Kondisi sosial ekonomi ini mencakup penguasaan teknologi, 
kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur misalnya pasar dan kebiasaan 
petani setempat (Anonymous, 1995). Pengertian tersebut lebih dekat dengan 
locational advantages, sedangkan dilihat dari sisi permintaan, komoditas 
unggulan merupakan komoditas yang mempunyai permintaan yang kuat baik 
untuk pasar domestik maupun pasar internasional dan keunggulan kompetitif. 
Secara umum pengertian komoditi adalah produk yang dihasilkan 
secara kontinyu oleh suatu produsen. Komoditi dikatakan unggulan jika 
memiliki kontribusi yang besar minimal untuk produsen itu sendiri, 
berdasarkan criteria tertentu. Ada beberapa cara dalam menentukkan sebuah 
komoditi dikatakan sebagai suatu komoditi unggulan. Berikut ini adalah 
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pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu komoditi dikatakan 
sebagai komoditi unggulan bagi suatu daerah, yaitu: 
1. Value added, yaitu nilai tambah cukup besar dari total outputnya, yaitu di 
atas rata-rata dari nilai tambah seluruh kegiatan perekonomian regional 
2. Input domestic, kandungan input domestikbesar, di atas rata-rata total dari 
input domestic seluruh kegiatan ekonomi. 
3. Spesialisasi Ekspor, peran suatu industry dalam ekspor netto (baik antar 
propinsi dan Negara) cukup besar, diatas rata-rata 
4. Investasi/output, peran suatu industry dalam pembentukan investasi cukup 
besar (di  atas rata-rata) 
5. Penyebaran (forward linkages), indeks penyebaran besar lebih dari 1, yang 
merupakan keterkaitan ke depan atau serapan terhadap  output sector 
industri. 
6. Kepekaan (backward lingkages), indeks kepekaan besar lebih dari 1, yang 
merupakan keterkaitan ke belakang atau kemampuan sector industry untuk 
menyerap output dari beberapa usaha 
7. Kontribusi terhadap perekonomian (PDRB), peran komoditas terhadap 
pembentukan PDRB yang cukup tinggi di atas, rata-rata peran seluruh 
usaha perekonomian daerah.  
38 
 
Identifikasi industry unggulan berdasarkan kriteria di atas merupakan 
salah satu pertimbangan dalam suatu  metode penentuan industri  unggulan. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh adalah: 
1. Mempertimbangkan besarnya serapan tenaga kerja 
2. Industry yang relative aman terhadap lingkungan 
3. Pemberiaan tekanan (bobot)yang berbeda-beda pada masing-masing 
criteria ungulan, bahkan bila perlu dilakukan pentahapan bobot untuk 
beberapa kurun waktu atau pencapaian tertentu. 
H. Penelitian yang Relevan  
1. La Ode Syaifudin  (2003) Analisi Komuditas Unggulan Sektor 
Pertanian di Kabupaten Muna 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komoditi unggulan sektor  
pertanian yang potensial guna pengembangannya sebagai penggerak 
perekonomian serta  untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan 
komoditi pertanian di Kabupaten  Muna pada periode 1994-2001.  
Penelitian ini dilakukan secara  purposive dengan  menggunakan data 
sekunder berupa data Nilai Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten  Muna 
dan Nilai Produksi Komoditi Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara. 
Sebagai data  penunjang digunakan data Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan PDRB  perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993. Alat 
analisis yang digunakan adalah  Location Quotient,  Shift Share, Model 
Ratio Pertumbuhan,  Overlay, dan  Klassen  Typologi.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komoditi pertanian yang merupakan  komoditi 
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unggulan dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten  
Muna adalah jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, tomat, pisang, 
jeruk, jambu  mete, kapuk, sapi, ikan kembung, ikan tuna, ikan cakalang, 
kayu jati, dan kayu rimba.    
 
Kebijakan di sektor pertanian pada tingkat Propinsi Sulawesi   
Tenggara mempunyai  dampak positif terhadap pertumbuhan nilai produksi 
pertanian di tinggkat Kabupaten  Muna. Komoditi jambu mete, kakao, kayu 
jati, kacang tanah sapi, ikan kembung, ikan  cakalang, ikan tuna, jeruk dan 
kayu rimba memberikan kontribusi paling besar terhadap  nilai produksi 
komoditi pertanian. Namun hanya komoditi jambu mete, kacang tanah,  ikan 
cakalang, ikan kembung, jeruk dan kayu jati yang mempunyai keunggulan  
kompetitif.  Komoditi yang laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan  
komoditi yang  sama di tingkat propinsi adalah kacang tanah, jeruk, jambu 
mete, sapi, ikan kembung,  ikan tuna, ikan cakalang, kayu jati, ubi jalar, 
terong, jambu, pisang, kopi dan ikan selar.   Komoditi unggulan yang perlu 
dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut  bila dilihat dari besarnya 
kontribusi, daya saing dan rasio pertumbuhan, pola dan  struktur 
pertumbuhan komoditi serta mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah  
kacang  tanah, jeruk, jambu mete, ikan kembung, ikan cakalang, dan kayu 
jati.  Komoditi kopi, ikan selar dan rotan mempunyai potensi dan 




2. E. Buhana (2003) meneliti tentang “Analisis Komoditas Unggulan 
Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan struktural dan 
pola pertumbuhan komoditas pertanian dan mengidentifikasi potensi 
commodity unggul di Kabupaten Brebes. Itu dilakukan secara purposive 
dengan menggunakan data sekunder Brebes's tingkat produk komoditas 
pertanian dan agricul Jawa Tengah tingkat produksi dalam periode 1993-
2002. Sebagai data pendukung, digunakan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 1993. 
Teknik analisis yang digunakan Loqation Quotient, Shift Share, Model 
Rasio Pertumbuhan, Overlay dan Tipologi Klassen.  Hasil studi ini 
menunjukkan bahwa komoditas yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri 
dan sellable ke daerah lain adalah kentang, bawang merah, cabai, pisang, 
cengkeh, vanili, teh, kapas, bebek, kerbau, ayam lokal, dan ikan bandeng. 
Secara keseluruhan, ada perubahan tingkat produksi komoditi pertanian 
selama periode vation¬obser di Kabupaten Brebes positif dibandingkan 
dengan perubahan natural komoditas agricul tingkat di Jawa Tengah. 
Komoditas dengan kinerja positif adalah beras, jagung, ubi kayu, kentang, 
bawang merah, cabai, mangga, belimbing, kapuk, cengkeh, kelapa, teh, 
jambu mete, kapas, sapi, kambing, udang, bandeng, blanak dan terinasi.  
Komoditas yang memiliki pertumbuhan yang dominan, baik di Kabupaten 
Brebes atau di Provinsi Jawa Tengah adalah kentang, bawang merah, 
mangga, kapuk, cengkeh, udang, bandeng dan terinasi, sementara 
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komoditas yang maju dan tumbuh cepat adalah kentang, bawang merah, 
bebek, dan bandeng. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa komoditas 
yang surplus dan tumbuh dominan, kompetitif adalah kentang, bawang 
merah, cabai, cengkeh, teh dan bandeng. Berdasarkan analisis dari lima 
teknik, komoditas yang unggul prioritas komoditas bawang merah, 
bandeng dan kentang. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan struktural dan 
pola pertumbuhan komoditas pertanian dan mengidentifikasi potensi 
commodity unggul di Kabupaten Brebes. Itu dilakukan secara purposive 
dengan menggunakan data sekunder Brebes's tingkat produk komoditas 
pertanian dan agricul Jawa Tengah tingkat produksi dalam periode 1993-
2002. Sebagai data pendukung, digunakan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 1993. 
Teknik analisis yang digunakan Loqation Quotient, Shift Share, Model 
Rasio Pertumbuhan, Overlay dan Tipologi Klassen.  Hasil studi ini 
menunjukkan bahwa komoditas yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri 
dan sellable ke daerah lain adalah kentang, bawang merah, cabai, pisang, 
cengkeh, vanili, teh, kapas, bebek, kerbau, ayam lokal, dan ikan bandeng. 
Secara keseluruhan, ada perubahan tingkat produksi komoditi pertanian 
selama periode vation¬obser di Kabupaten Brebes positif dibandingkan 
dengan perubahan natural komoditas agricul tingkat di Jawa Tengah. 
Komoditas dengan kinerja positif adalah beras, jagung, ubi kayu, kentang, 
bawang merah, cabai, mangga, belimbing, kapuk, cengkeh, kelapa, teh, 
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jambu mete, kapas, sapi, kambing, udang, bandeng, blanak dan terinasi. 
Komoditas yang memiliki pertumbuhan yang dominan, baik di Kabupaten 
Brebes atau di Provinsi Jawa Tengah adalah kentang, bawang merah, 
mangga, kapuk, cengkeh, udang, bandeng dan terinasi, sementara 
komoditas yang maju dan tumbuh cepat adalah kentang, bawang merah, 
bebek, dan bandeng. Hasil analisis overlay menunjukkan bahwa komoditas 
yang surplus dan tumbuh dominan, kompetitif adalah kentang, bawang 
merah, cabai, cengkeh, teh dan bandeng. Berdasarkan analisis dari lima 
teknik, komoditas yang unggul prioritas komoditas bawang merah, 
bandeng dan kentang. 
 
3. Zainal Arifin (2003) meneliti tentang “Pertumbuhan, sektor unggulan, 
kesenjangan dan konvergensi antar kecamatan di Kabupaten 
Sidoharjo. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan dari jurnal adalah 
untuk mengamati pola pertumbuhan ekonomi pada tingkat di Kabupaten 
Sidoarjo, mengidentifikasi sektor apa saja yang bisa dikembangkan dalam 
upaya untuk menentukan prioritas  pembangunan. Menggunakan data 
sekunder. Data yang digunakan adalah data PDRB, jumlah penduduk. 
Metode yang digunakan adalah Analisis Tipologi Klassen, Analisis LQ 
dan Analisis Indeks William.  
Hasil analisis masih adanya pertumbuhan dan pendapatan perkapita 
yang berbeda antar kecamatan di Kabupaten sidoarjo. Beberapa kecamatan 
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masuk ke dalam daerah berkembang, daerah maju dan cepat tumbuh. Dari 
hasil analisis LQ diperoleh  beberapa kecamatan memiliki  sektor 
unggulan yang sedikit sedangkan kecamatan yang lain memiliki unggulan 
yang lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan belum meratanya sektor 
unggulan yang dimiliki kecamatan untuk dijadikan sektor yang bisa 
mengacu pertumbuhan wilayah. 
4. Rachmat Hendayanal (2003) meneliti tentang “Aplikasi metode 
Location Quotient (LQ) dalam penentuan komoditas unggulan 
nasional”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan dari jurnal tersebut di 
atas adalah membahas penerapan metode LQ dalam mengidentifikasi 
komoditas pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang bersifat time series tahun 1997–2001.  Data yang 
dimaksud meliputi data areal panen tanaman pangan, holtikultura (sayuran 
dan buah–buahan),  perkebunan dan populasi ternak. Dari hasil analisis 
tersebut dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengidentifikasi 
penyebaran komoditas pertanian.  
Dalam hal ini komoditas yang memiliki nilai LQ > 1 dianggap 
memiliki keunggulan komparatif karena basis. Komoditas pertanian yang 
tergolong basis dan memiliki sebaran wilayah paling luas menjadi salah 
satu indikator komoditas unggulan dan mengingat perhitungan LQ baru 
didasarkan aspek luas areal panen maka keuggulan yang diperoleh baru 
mencerminkan keunggulan dari sisi penawaran, belum dari sisi permintaan  
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5. Ropingi (2004) meneliti tentang “Aplikasi analisis shift share esteban 
marquilas  pada sektor pertanian di Kabupaten Boyolali” 
Tujuan dari jurnal tersebut di atas adalah untuk  mengetahui efek 
alokasi yang terjadi pada sektor perekonomian dan berapa besar 
pengganda sektor pertanian di Kabupaten Boyolali. Lokasi yang dipilih 
adalah Kabupaten Boyolali sedangkan waktu penelitian 10 bulan. Data 
yang diperlukan mengenai data time series tentang Produk Domestik 
Regioal Bruto/PDRB .  
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Shiff Share. Dari 
hasil analisis diketahui bahwa Sektor pertanian yang memiliki keunggulan 
kompetitif dan terspesialisasi adalah sektor tanaman bahan makanan dan 
sektor perkebunan. Sektor kehutanan dan sektor perikanan termasuk sektor 
yang memiliki keunggulan namun tidak terspesialisasi dan Sektor 
peternakan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi. 
Sedangkan kontribusi sektor pertanian  dalam perekonomian dilihat dari 
pengganda pendapatan selama tahun  1998-2002 berkecenderungan 
meningkat kecuali tahun 2001 mengalami penurunan. 
6. Azhar Syarifah Lies Fuaidah dan M. Nasr Abdussamad (2005)  
tentang “Analisis sektor basis dan non basis di provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam. 
Dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sektor–sektor apa saja 
yang menjadi sektor basis dan sektor non basis dan Bagaimana laju 
pertumbuhan dari sector basis  dan sector non basis dari tahun ke tahun di 
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Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Data yang digunakan data time series 
(1992-2001) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.  
Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis dan 
pendekatan kuantitatif adalah yang diperoleh dengan menggunakan model 
LQ (Location Quotient). Ruang lingkup penelitian meliputi Produk 
Nasional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto dengan variable 
yang dikaji  adalah total produksi yang meliputi sembilan sector. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa yang menjadi sector basis (sektor unggulan) 
dari tahun 1992 sampai dengan 2001 di Provinsi Aceh  adalah sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor industri dan sektor pertanian 
sedangkan keenam sektor lainnya menjadi sektor non Basis.  
Sedangkan laju pertumbuhan sektor basis dan sektor non basis dari 
tahun 1992 sampai dengan 2001 mengalami kenaikan dan penurunan atau 
fluktuasi. 
7. Mohammad Abdul Mukhyi (2004)  meneliti tentang “Analisis peranan 
subsektor pertanian dan sektor unggulan terhadap pembangunan 
kawasan ekonomi propinsi Jawa Barat”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan dari jurnal ini adalah  
menetapkan subsektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan di 
Propinsi Jawa Barat dan mengukur tingkat kontribusi sektor pertanian dan 
sektor – sektor unggulan dalam pembangunan   daerah yang bisa dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.  
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Metode penelitian menggunakan metode pendekatan LQ, analisis 
shifshare, analisis IO dan analisis IRIO, dengan  analisis deskriptif dan 
analisis kuantitatif, dengan data dari BPS, Dinas pertanian serta Dinas – 
dinas yang terkait.Hasil analisis adalah Sektor dan Subsektor di Propinsi 
Jawa Barat adalah  sector industri pengolahan, sector bangunan dan sector 
perdagangan, hotel dan restoran.   
Bila dibandingkan dengan sektor dan subsektor  secara nasional, 
maka sektor dan subsektor adalah subsektor industri pupuk kimia dan 
barang dari karet dan mineral bukan logam. Walaupun sektor pertanian 
bukan sector unggulan akan tetapi menjadi pendorong dari sektor 
unggulan yang merupakan proses lebih lanjut dari hasil produk – produk 
pertanian yang dilakukan proses produksi lagi yang bisa memberikan nilai 
tambah yang besar terhadap pendapatan daerah.  Tingkat kontribusi 
margin sektor adalah sektor industri pengolahan, sector perdagangan, hotel 
dan restoran dan sector pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan 



















Kerangka pemikiran pada tesis ini berawal dari analisis komoditi 
unggulan sektor pertanian pada periode sebelum otonomi daerah dan selama 
otonomi daerah. Dimana komoditi Sektor pertanian di Sukoharjo meliputi sub 
sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan 
sub sektor peternakan.  
 
Komoditi Sektor Pertanian 
(subsektor Tanaman Bahan Makanan, 
Perkebunan, Perikanan dan Peternakan) 
Komoditi Unggulan Sektor 










Komoditi Unggulan Sektor 
Pertanian  Setelah Otonomi 
Daerah 
(2001-2007) 
Komoditi Kabupaten Sukoharjo 
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Pada penelitian ini juga menganalisis keunggulan suatu daerah dengan 
cara membandingkan komoditi unggulan daerah dan menunjukkan hubungan 
antara daerah dengan daerah yang lebih tinggi jumlah penduduknya, contohnya 
membandingkan antara kabupaten Sukoharjo dengan propinsi Jawa Tengah. 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus mengetahui sektor apa yang 
menjadi sektor basis maupun sektor ekonomi lain yang potensial dan dominant, 
untuk meningkatkan pertumbuhan dan untuk dikembangkan sehingga dapat 
menopang perekonomian dan guna tercapainya pembangunan ekonomi di 
Kabupaten Sukoharjo, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dianalisis sektor 
manakah yang menjadi sektor potensial di kabupaten Sukoharjo. Sektor potensial 
tersebut akan dikembangkan menjadi sektor unggulan. 
Menganalisis dan penentuan komoditi unggulan daerah merupakan 
salah satu kunci suatu daerah agar dapat mengembangkan ekonomi daerahnya 
tepat sasaran. Dimana penetapan komoditi unggulan suatu daerah yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah akan didasarkan pada potensi daerah tersebut 
Dimana dengan adanya sistem desentralisasi dan pemberlakukan 
otonomi daerah dapat memberikan peluang terhadap pemerintah daerah diseluruh 
Indonesia untuk mengelola pembangunan di wilayahnya secara proaktif dan 
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai aspirasi masyarakat setempat. Sebuah 
perubahan sistem dan wewenang terhadap pengambilan keputusan di pemerintah 
Indonesia, dimana sebelumnya negara Indonesia melaksanakan sistem yang 
tersentral pada pemerintah pusat berubah menjadi desentralisasi atau adanya 
pelimpahan wewenang terhadap pemerintahan daerah. 
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Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001 
yaitu dengan adanya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
No.25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang 
memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah. Maka partisipasi 
pemerintah daerah dalam membangun daerahnya semakin besar dan tuntutan 
terhadap daerah dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Di era otonomi daerah merupakan era kemandirian untuk mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga mampu 
meningkatkan pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat/ 
Pengembangan potensi yang sesuai dengan daerah masing – masing maka 
pemerintah daerah akan mampu memberikan nilai tambah terhadap daerahnya, 
memberdayakan kemampuan lokalnya, menciptakan struktur ekonomi yang 
tangguh, efisien dan fleksibel, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, 
menciptakan lapangan kerja serta mendorong peningkatan pembangunan Kota / 
Kabupaten, Kecamatan dan pedesaan. 
Setiap daerah memiliki karakteristik dan sumber daya ataupun 
keunggulan yang berbeda – beda. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dari 
pemerintah daerah untuk mendukung dan mengembangkan keunggulan yang 
dimiliki oleh daerahya. Dengan adanya perubahan kebijakan dari sentralisasi 
menjadi desentralisasi juga akan berpengaruh terhadap komoditi sektor pertanian 
di daerah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah dan daerah 
yang tepat sasaran untuk meningkatkan sektor tersebut. Sehingga dapat 
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memudahkan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi kebijakan agar 



























A. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian deskriptif  analisis yaitu 
menganalisis komoditi unggulan sektor pertanian. Adapun wilayah yang 
diambil sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Sukoharjo. Kurun waktu 
yang digunakan adalah tahun 1997 sampai 2007. Kurun waktu tersebut dibagi 
menjadi kurun 1993 – 2000 dimana tahun tersebut merupakan periode sebelum 
Otonomi Daerah sedangkan kurun 2001 – 2007 merupakan periode selama 
Otonomi Daerah 
 
B. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data 
sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil data 
statistik yang telah ada serta dokumen – dokumen lain yang terkait dan yang 
diperlukan. Dalam hal ini buku – buku statistik yang diterbitkan oleh BPS 








C. Definisi Operasioanl 
Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Sektor adalah kegiatan atau lapangan usaha yang berhubungan dengan 
bidang tertentu atau mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam 
suatu perekonomian 
2. Sub sektor adalah unit produksi yang terdapat dalam suatu sektor 
perekonomian sehingga mempunyai lingkup usaha yang lebih sempit dari 
pada sektor. Sub sektor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sub sektor 
dari sektor pertanian 
3. Sektor Pertanian adalah sektor ekonomi yang mempunyai proses produksi 
khas yaitu proses produksi yang berdasarkan pada proses pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman dan hewan. Sektor pertanian terdiri dari 4 sub 
sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, dan 
perikanan. 
4. Komoditi unggulan adalah komoditas suatu daerah  yang berkembang 
dengan baik dan tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
pendapatan daerah/PDRB secara optimal (Kuncoro,2004:183). 
 
D. Teknik Analisis Data 
1. Analisis LQ (Location Quontient) 
  Analisis Location Quontient digunakan untuk menentukan 
subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. 
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Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal 
(Kuncoro,2004:183). 
  Model analisis  ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral 
dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan wilayah studi 
dengan wilayah  referensi.  Analisis Location Quontient dilakukan dengan 
membandingkan distribusi persentase masing - masing wilayah kabupaten 
atau kota dengan propinsi (Arsyad,1999). 
  Penggunaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan 
sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan 
potensinya.  







Dimana : vi    = PDRB sektor pertanian di tingkat kota / kabupaten  
   Sukoharjo 
         vt    = PDRB total di kota / kabupaten Sukoharjo 
        Vi    = PDRB sektor pertanian di wilayah Propinsi Jawa Tengah 
        Vt    = PDRB total pada wilayah Propinsi Jawa Tengah 
Dari hasil perhitungan analisis Location Quontient dapat 
dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a. Jika LQ>1, maka sektor yang bersangkutan di tingkat kota/kabupaten 
lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan di tingkat 
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propinsi. Sektor ini dalam perekonomian di tingkat kota/kabupaten 
memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor 
basis. 
b. Jika LQ=1, maka sektor yang bersangkutan baik di tingkat 
kota/kabupaten maupun di tingkat propinsi memiliki tingkat 
spesialisasi atau dominasi yang sama. 
c. Jika LQ<1, maka sektor yang bersangkutan di tingkat kota/kabupaten 
kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan di tingkat 
propinsi. Sektor ini dalam perekonomian di tingkat kota/kabupaten 
tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai 
sektor non basis. 
2.   Analisis Shiff Share 
 Analisis Shiff Share merupakan teknik yang berguna dalam menganalisis 
perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian 
nasional. Tujuan analisi ini adalah untuk menentukan kinerja atau 
produktifitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan 
daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan data tentang kinerja 
perekonomian dalam 3 ( tiga )  bidang yang saling berhubungan 
(Arsyat,1999:139)  yaitu:  
a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis 
perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan 




b. Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau 
penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih 
besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan untuk 
mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri – 
industri yang tumbuh lebih cepat  dari pada perekonomian yang 
dijadikan acuan. 
c. Pergeseran diferensial membantu dalam menentukan  seberapa jauh 
daya saing industri daerah ( lokal ) dengan perekonomian yang 
dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu 
industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya 
dari pada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. 
Ketiga hubungan komponen tersebut dapat dinyatakan dalam 
persamaan sebagai berikut :(Lukas dan Primms dalam Budiharsono 
(2001). 
Δ Yij = Pnij + Ppij + PPWij 
                                                                        atau 
                                   Y’ij – Yij = Yij (Ra-1) + Yij (Ri-Ra) + Yij(ri-Ri). 
Dimana: 
ΔYij    : Perubahan dalam PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten 
Sukoharjo 




Ppi      : Pertumbuhan proporsional PDRB sektor i di wilayah  Kab. 
Sukoharjo 
 PPWij : Pertumbuhan pangsa wilayah PDRB sektor i pada wilayah Kab. 
Sukoharjo 
  Y’ij     : PDRB sektor i wilayah Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 
analisis. 
      Yij    : PDRB sektor i wilayah kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 
dasar analisis     
 (Ra-1)  : Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen 
pertumbuhan nasional 
(Ri-Ra) : Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen  
pertumbuhan proporsional. 
(ri-Ri)  : Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen 
pertumbuhan pangsa wilayah. 
           ri          : Y’ij / Yij 
           Ri         : Y’i / Yi 
           Ra        : Y’.../ Y.. 
           Y’i       : PDRB sektor i wilayah Jawa Tengah pada akhir tahun analisa 
      Yi        :  PDRB sektor i wilayah Jawa Tengah pada tahun dasar analisis 
   Y’..      :  PDRB total wilayah Jawa Tengah pada tahun akhir analisis 





    Indikator: 
1). PPij < 0 ; pertumbuhan PDRB sektor i wilayah Kabupaten 
Sukoharjo lambat 
2). PPWij < 0 ; sektor i wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak 
mempunyai daya saing dengan sektor yang sama di wilayah 
Kabupaten lain. 
3). PPWij ≥ 0 ; sektor i wilayah Kabupaten Sukoharjo mempunyai 
keunggulan komparatif dan daya saing yang baik dengan sektor 
yang sama di wilayah Kabupaten lain. 
 
3.   Analisis Overlay 
  Menurut Maulana Yusus (1999)  mengatakan bahwa model anaisis 
Overlay ini digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi 
berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = rasio Pertumbuhan wilayah studi) 
dan kriteria konstribusi (Yusus dalam Lilis Siti Badriah, 2003:149 ) sebagai 
berikut: 
a. Pertumbuhan (+) dan konstribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut 
merupakan sektor unggulan karena mempunyai tingkat pertumbuhan 
dan tingkat konstribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat prioritas 
dalam pembangunan. 
b. Pertumbuhan (+) dan konstribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut 
merupakan sektor yang potensial karena walaupun konstribusinya 
rendah tetapi pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami 
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perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk konstribusinya 
dalam pembentukan PDRB. 
c. Pertumbuhan (-) dan konstribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut 
merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun 
karena walaupun kontribusinya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah. 
Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan sehingga perlu 
dipacu pertumbuhannya. 
d. Pertumbuhan (-) dan konstribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut 
merupakan sektor yang rendah baik dari  segi pertumbuhan dan 
konstribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam 
pembangunan. 
 
4.    Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) 
 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis 
yang digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial 
terutama struktur ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dalam perbandingan 
dengan Propinsi Jawa Tengah. Dengan mengkombinasikan keduanya akan 
diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial baik di Kabupaten 
Sukoharjo maupun di Propinsi Jawa Tengah. 
Dalam model ini ada dua macam rasio yang digunakan untuk 
membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah studi maupun 




a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) 
Membandingkan laju pertumbuhan sektor pertanian di wilayah 
referensi dengan laju pertumbuhan total sektor wilayah referensi, 
dengan rumus (Maulana Yusus dalam Lilis Siti Badriah,2003:148-149) 










 Dimana:      
  ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor pertanian wilayah referensi  
  pada awal dan akhir tahun penelitian. 
   EiR(t) = Pendapatan sektor pertanian wilayah referensi pada awal  
  tahun penelitian. 
ΔER = Perubahan pendapatan wilayah referensi pada awal   
  dan akhir tahun penelitian.  
ER(t) = Pendapatan wilayah referensi pada awal tahun   
  penelitian. 
  Jika RPr > 1, maka RPr dikatakan (+), berarti laju 
pertumbuhan sektor pertanian di wilayah referensi lebih tinggi dari laju 
pertumbuhan seluruh sektor di wilayah referensi. Demikian juga 
sebaliknya. 
b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) 
  Membandingkan laju pertumbuhan sektor pertanian di wilayah studi 
dengan laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi, dengan 
rumus (Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah,2003:148-149): 
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     Dimana:  
ΔEij  = Perubahan pendapatan sektor pertanian di wilayah studi pada 
awal dan akhir tahun penelitian. 
Eij(t)= Pendapatan sektor pertanian di wilayah studi pada awal tahun 
penelitian. 
ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor pertanian wilayah referensi pada 
awal dan akhir tahun penelitian. 
EiR(t) = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun 
penelitian. 
 Jika RPs > 1, maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju 
pertumbuhan sektor i di wilayah studi lebih besar dari laju 
pertumbuhan sektor tersebut di wilayah referensi. Demikian juga 
sebaliknya. 
  Dari hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPR dan RPs akan 
diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasfikasi, yaitu : 
1). Nilai RPR (+) dan RPS (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada 
tingkat wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) dan tingkat 
wilayah studi (Kabupaten Sukoharjo) memiliki pertumbuhan yang 
menonjol ( Potensial ) 
2). Nilai RPR (+) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan 
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yang menonjol, tetapi tingkat wilayah studi (Kabupaten Sukoharjo) 
kurang menonjol ( Potensial ) 
3). Nilai RPR (-) dan nilai RPS (+) berarti  sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan 
yang kurang menonjol tetapi di tingkat wilayah studi (Kabupaten 
Sukoharjo) memiliki pertumbuhan yang menonjol. 
4). Nilai RPR (-) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat 
wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) maupun di tingkat 


















ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A Gambaran Umum Daerah Penelitian 
1. Keadaan Geografis 
 Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa 
Tengah.  Letaknya diapit oleh 6 (enam) Kabupaten atau Kota yaitu di 
sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten 
Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kanganyar, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan 
Kabupaten Wonogiri serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Klaten dan Kabupaten Boyolali. 
 Kabupaten Sukoharjo dengan slogannya “MAKMUR” (Maju 
Aman Konstitusional Mantap Unggul Rapi), Secara administrasi 
Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi dua belas kecamatan yang terdiri 
dari 167 desa / kelurahan. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo 
terbagi menjadi 12 kecamatan, yang terdiri dari 150 desa dan 17 
kelurahan, 1.967 Dukuh, 1.455 Rukun warga (RW), dan 4.543 Rukun 
Tetangga (RT). Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 Ha 
atau sekitar 1,43% luas wilayah propinsi Jawa Tengah. Kecamatan 
Polokarto merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 17 
Desa dan  Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan 
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Bulu. Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Kartosuro dengan masing – 
masing jumlah desa sebanyak 12 Desa. 
 Letak daerah 
a. Bagian ujung sebelah timur : 110 57’  33.70”BT 
b. Bagian Ujung sebelah barat : 110 42’  6.79”BT 
c. Bagian Ujung Sebelah Utara  :     7 32’   17.00”BT 
d. Bagian Ujung Sebelah Selatan  :     7 49’ 32.00”BT 
Ketinggian Lahan : Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat 
dikelompokkan  menjadi dua kelompok yaitu daerah datar dan daerah yang 
miring. Tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah Kecamatan 
Polokarto yaitu 125 m dpl dan yang  terendah adalah Kecamatan Grogol 
yaitu 80 dpl. 
Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu daerah yang dikategorikan 
mempunyai  tanah yang subur hal ini dikarenakan mempunyai cukup air 
dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga akanmembantu tumbuh 
dan dapat berkembangnya tanaman hal ini didukung dengan sistem irigasi 
yang dimiliki. 
2. Distribusi Penggunaan Lahan 
  Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan oleh manusia dengan 
berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhannya. Kabupaten Sukoharjo 
memiliki luas 138.987,2 Ha, berdasarkan atas distribusi penggunaan tanah 
terdiri dari lahan sawah seluas 21.121 Ha (45,23%) dan lahan bukan sawah 
seluas 25.555 Ha (54,76%). Menurut jenis pengairannya sebagian besar 
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lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi tehnis 
sebesar 14813 Ha (31,74%), lainnya berpengairan irigasi setengah teknis, 
irigasi sederhana dan tadah hujan.  Menurut jenis penggunaannya sebagian 
besar lahan bukan sawah digunakan untuk lahan kering sebesar 24.457 Ha 
(52,40%). Persentase itu merupakan yang terbesar dibandingkan 
persentase penggunaan lahan kering lain. Gambaran distribusi penggunaan 
lahan di Kabupaten Sukoharjo selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.1 
Tabel 4.1. Distribusi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2007. 
Jenis Tanah Luas (Ha) Presentase (%) 
A.  Lahan sawah 
      - Irigasi Teknis 
      - Irigasi 1/2 teknis 
      - Irigasi Sederhana 
      - Tadah Hujan 
B.  Lahan bukan sawah 
      - Lahan Kering 
      - Hutan Negara 




















Jumlah  46.666 100,00 




 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja 
a. Keadaan Penduduk 
       Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah 
penduduk menurut regristrasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2007 
adalah sebanyak 831.613 jiwa  yang terdiri dari 411.340 jiwa laki-laki 
dan 420.273 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan 0,64 persen. 
Jumlah penduduk tahun 2007 ini lebih besar dibandingkan dengan 
tahun 2006 yang sebesar 826.289 jiwa. 
 Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Penduduk 







1997 374.689 274.433 760.703 1,79 
1998 378.321 390.100 768.421 1,01 
1999 382.252 393.855 776.107 1,00 
2000 386.931 401.395 788.326 1,57 
2001 392.518 403.162 795.680 0,93 
2002 396.068 406.434 802.502 0,86 
2003 399.290 409.521 808.811 0,79 
2004 402.725 412.364 815.089 0,78 
2005 405.831 415.382 821.213 0,75 
2006 408.506 417.783 826.289 0,62 
2007 411.340 420.273 831.613 0,64 
 Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 1999-2007. 
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Tabel 4.3. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan 
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 







































































 Jumlah 466,66 837.279 1.794 
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2008. 
   Kepadatan penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2007 
rata-rata sebesar 1.794 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk pada 
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masing-masing kecamatan beragam mulai dari 1.173 jiwa sampai 
4.681 jiwa per km2 .Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk 
paling tinggi adalah kecamatan Kartosuro yaitu 4.681 jiwa/km2 
sedangkan paling rendah adalah kecamatan Nguter sebesar 1.173 
jiwa/km2. 
b. Tenaga kerja 
   Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang 
berumur 10 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan 
Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam 
Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang 
mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka 














Tabel 4.4. Banyaknya Penduduk Umur 10 Tahun keatas Menurut 
Lapangan Usaha di Sukoharjo  2007 
  Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2008 
           Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga 
kerja tertinggi didominasi sektor Lainnya dengan jumlah sebesar 296.756 jiwa 
atau sebesar 41,76 persen dengan kontribusi tenaga kerja laki-laki sebanyak 
105.452 jiwa sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 191.304 jiwa. 
Penyerapan tenaga kerja terendah adalah di sektor listrik, gas, dan air sebanyak 
294 atau sebesar 0,04% dengan kontribusi tenaga kerja laki-laki sebanyak 294 
jiwa sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 0 jiwa. 
Sektor yang berpotensi berkembang yaitu sektor perdagangan 118.730 
jiwa atau sebesar 16,70% dengan kontribusi tenaga kerja laki-laki sebanyak 
59.615 jiwa sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 59.115 jiwa.  
No Lapangan Usaha Laki – Laki Perempuan Jumlah Persentase 
1. Pertanian 607.147 34.976 95.123 13,39 
2. Pertambangan&penggalian 486 397 883 0,11 
3. Industri 51.563 50.968 102.531 14,42 
4. Lisktrik,gas&air 294 - 294 0,04 
5. Kontruksi 26.175 674 26.849 3,77 
6. Perdagangan 59.615 59.115 118.730 16,70 
7. Komunikasi&Transportasi 16.920 384 17.304 2,43 
8. Keuangan 2.980 2.026 5.006 0,70 
9 Jasa 25.314 21.375 46.689 6,57 
10 Lainnya 105.452 191.304 296.756 41,76 




a. Tanaman Bahan Makanan 
         Sub sektor  tanaman  bahan  makanan di Kabupaten 
Sukoharjo berperan  sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk, 
berkedudukan strategis dalam memelihara stabilitas ekonomi nasional,  
meningkatan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, 
meningkatkan kesempatan berusaha di pedesaan, serta meningkatkan 
ekspor komoditas pertanian. 
  Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tanaman 
pangan ternyata dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan, 
namun dipihak lain masih terdapat beberapa masalah yang menjadi 
faktor penghambat dalam  mencapai program. Dimana memerlukan 
upaya – upaya pemecahan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber 
alam, sumberdaya manusia, teknologi dan lain sebagainya  
Tabel 4.5. Perkembangan Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan  
No Komoditi Satuan 
Tahun 
2006 2007 
1. Padi Ha 49422 46171 
2. Jagung Ha 5625 5072 
3. Ubi Kayu Ha 5224 5114 
4. Ubi Jalar Ha 3 2 
5. Kacang Tanah Ha 10344 9711 
6. Kedelai Ha 4314 4251 
7. Kacang Hijau Ha 58 46 
               Sumber: Sukoharjo dalam Angka 2007. 
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  Perkembangan luas panen pertanian tanaman bahan 
makanan di Kabupaten Sukoharjo dalam dua periode yaitu pada 
tahun 2006 sampai tahun 2007 mengalami penurunan. Tanaman 
pangan Padi, Ubi jalar, Jagung, Ubi kayu, Kacang Tanah, Kedelai 
dan Kacang Hijau. 
  Hal ini dikarenakan  antara lain adanya pembangunan 
perumahan dan industri semakin mempercepat alih fungsi lahan  
pertanian untuk pembangunan non pertanian, penurunan kualitas 
sumberdaya alam dan lingkungan akibat  pencemaran berdampak 
menurunnya produksi pertanian. 
  Luas panen pertanian tanaman pangan yang paling besar 
adalah Padi seluas 46171 Ha sedangkan luas pertanian tanaman 
pangan yang paling rendah adalah Ubi Jalar seluas 2 Ha. 
Tabel. 4.6. Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan  
No Komoditi Satuan 
Tahun 
2006 2007 
1. Padi Ton 322.426 322.656 
2. Jagung Ton 21.415 22.448 
3. Ubi Kayu Ton 91.181 94.133 
4. Ubi Jalar Ton 41 27 
5. Kacang Tanah Ton 14.526 15.181 
6. Kedelai Ton 7.089 9.187 
7. Kacang Hijau Ton 72 58 
 Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2008 
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             Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Perkembangan 
produksi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Sukoharjo 
dalam dua periode pada tahun 2006 sampai tahun 2007 yaitu 
komoditi  Padi, Jagung, Ubi kayu, Kacang  tanah dan Kedelai 
mengalami peningkatan sedangkan untuk komoditi Kacang Hijau 
dan Ubi jalar  mengalami penurunan. 
             Produksi pertanian tanaman bahan makanan yang paling 
besar adalah Padi sebesar 322.656  ton sedangkan produksi pertanian 
tanaman bahan makanan yang paling rendah adalah Ubi Jalar sebesar 
27 ton. 
b. Perkebunan 
Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan 
perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang 
diusahakan sendiri oleh rakyat secara perorangan, biasanya dalam 
skala kecil-kecilan dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. 
Perkebunan rakyat umumnya mengalami kenaikan karena rata-rata 
ada penambahan luas panen. Perkebunan besar adalah semua 
kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan 
perkebunan berbadan hukum,dengan teknologi yang modern serta 
manajemen usaha yang profesional. Tanaman perkebunan 
merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam menghasilkan 
devisa. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa, cengkeh, kopi, 
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jambu mente, kapuk randu, tebu dan termasuk produk ikutannya. 
(Dumairy:1997:214) 
Tabel 4.7. Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2006-2007 
No Komoditi Satuan 
Tahun 
2006 2007 
1. Kelapa Kg 539.64 544.62 
2. Cengkeh Kg 0.86 0.65 
3. Kapuk Kg 55.40 52.96 
4. Tebu Kg 56.20 50.68 
5. Tebu Kg 3147.89 3661.19 
6. Tembakau Jawa Kg 2408 2844.84 
7. Empon – Empon Kg 711 1020.88 
8. Wijen Kg 21.39 15.43 
               Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2008 
            Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa perkembangan 
produksi perkebunan di Kabupaten Sukoharjo dalam dua periode 
pada tahun 2006 sampai tahun 2007 yaitu komoditi Kelapa, Tebu, 
Tembakau Jawa dan Empon - Empon mengalami peningkatan 
sedangkan untuk komoditi Cengkeh, Kapuk, Mete dan Wijen. 
mengalami penurunan.  
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            Produksi perkebunan yang paling besar adalah Tebu sebesar 
3661.19 kg sedangkan produksi perkebunan yang paling rendah 
adalah Cengkeh sebesar 0.65 kg. 
c. Peternakan 
          Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri 
dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi 
ternak-ternak besar, kecil dan unggas. Perkembangan kondisi dan 
situasi peternakanmulai menunjukkan tingkat keberhasilan. Hal ini 
dapat ditengarai oleh beberapa komponen pembangunan peternakan 
yang bergeser pada kondisi perbaikan. Beberapa komonen yang 
sangat mempengarui terhadap pembangunan peternakan adalah 
meningkatnya beberapa populasi ternak. 
Tabel 4.8. Perkembangan Produksi Daging Peternakan di 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2007 
No Komoditi Satuan 
Tahun 
2006 2007 
1. Sapi Kg 1.162.245 1.162.245 
2. Kambing Kg 900.357 267.745 
3. Domba Kg 216.600 139.377 
4. Babi Kg 76.549 67.320 
5. Ayam Ras Kg 2.630.325 2.748.641 
6 Ayam Buras Kg 491.467 561.481 
7 Itik Kg 230.954 288.106 
Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2008 
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Produksi daging yang paling besar adalah ayam ras 2.748.641 Kg 
sebesar sedangkan produksi daging yang paling rendah adalah babi 
yaitu sebesar 67.320 Kg 
d. Perikanan 
           Subsektor perikanan disamping untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi dalam negeri, lebih berorientasi promosi ekspor. 
(Dumairy,1997:224) Subsektor perikanan meliputi semua hasil 
kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, sawah, dan 
keramba, serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan 
(pengeringan dan pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, 
subsektor ini dibedakan menjadi dua macam sektor yaitu Perairan 
dan Budidaya, dimana budidaya ini masih dibedakan menjadi 4 yaitu 
Tambak, Kolam, Keramba dan Sawah. 
Tabel 4.10. Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2006-2007 
No Perikanan Satuan 
Tahun 
2006 2007 







Ton 1503,059 1485,67 
Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2008 
         Produksi perikanan yang paling besar adalah Budidaya  
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(kolam) sebesar 1485,67 ton sedangkan produksi Budidaya yang 
paling rendah (Keramba) sebesar 303.42. 
B.   Hasil Analisis dan Pembahasan 
1. Analisis Location Quotient (LQ) 
           Analisis Location Quotient merupakan alat analisis untuk 
mengetahui subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian 
wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditi sektor pertanian 
pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000) 
maupun selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2007) di 
Kabupaten Sukoharjo, didapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Masa Sebelum diterapkan Otonomi Daerah 
Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Location Quotient Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 1997-2000 
Komoditi 1997 1998 1999 LQ 
TABAMA 0.78 0.90 0.98 0.95 
Padi 0.89 0.98 1.11 1.08 
Kacang Tanah 1.31 1.70 1.80 1.64 
Kedelai 1.45 1.73 1.46 1.59 
Itik 0.64 0.78 0.95 0.97 
PERKEBUNAN 0.37 0.33 0.40 0.33 
Mete 1.37 1.32 1.44 1.43 
PETERNAKAN  1.43 1.32 1.18 
1.30 
Kerbau 0.53 4.37 0.04 
1.24 
Kambing 49.57 4.06 4.89 
15.98 
PERIKANAN 3.90 0.52 0.58 1.39 
Perairan 3.90 0.52 0.58 1.39 
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 
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          Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu 
sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1997-2000, dapat dijelaskan 
bahwa di Kabupaten Sukoharjo terdapat komoditi  yang teridentifikasi 
sebagai basis, yaitu : 
1). Subsektor Tanaman Bahan Makanan, meliputi : Padi, Kacang Tanah 
dan Kedelai. 
2). Subsektor Perkebunan, meliputi : Mete 
3). Subsektor Peternakan, meliputi : Kambing, dan Kerbau  
4). Perikanan, meliputi Perairan 
b. Masa Selama diterapkan Otonomi Daerah 
Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Location Quotient Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2001-2007 
KOMODITI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 LQ 
TABAMA 0.97 0.95 1.12 1.02 1.02 4.42 1.50 
Padi 1.11 1.07 1.75 1.11 1.07 4.84 1.72 
Kacang tanah 1.69 2.28 2.45 2.92 2.53 11.81 3.68 
Kedelai 1.65 1.43 0.18 1.33 2.77 8.56 2.54 
PERKEBUNAN 0.32 0.35 0.25 0.32 0.32 1.47 0.48 
Mete 1.01 1.03 0.70 0.83 0.75 3.57 1.29 
Tebu 0.48 0.83 0.60 0.63 1.21 2.87 1.03 
PETERNAKAN 1.20 1.21 0.99 1.12 1.10 0.56 1.05 
Kambing 4.67 5.20 4.40 4.00 3.88 19.17 6.58 
Domba 0.80 0.70 0.06 0.07 0.68 25.37 4.05 
Ayam ras 0.27 0.22 0.11 1.73 3.67 15.29 3.13 
           Sumber : Hasil ulahan data sekunder 
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   Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu selama 
pelaksanaan otonomi daerah  tahun 2001-2007, dapat dijelaskan bahwa di 
Kabupaten Sukoharjo terdapat komoditi  yang teridentifikasi sebagai basis, 
yaitu : 
1). Subsektor Tanaman Bahan Makanan, meliputi : Padi, Kacang Tanah 
dan Kedelai 
2). Subsektor Perkebunan, meliputi:  Mete dan Tebu 
3). Peternakan : Kambing, Domba, dan Ayam ras. 
c. Pembahasan 
1). Sebelum Otonomi Daerah 
              Komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di 
Kabupaten Sukoharjo pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah 
tahun 1997-2000, yaitu subsektor tanaman bahan makanan yang terdiri 
dari komoditi padi, kacang tanah dan kedelai.  Sedangkan dari 
subsektor peternakan terdiri dari kambing, kerbau, dan subsektor 
perikanan.  
  Walaupun komoditi Jagung dan Kacang hijau di subsektor 
tanaman bahan makanan dan Kelapa, Cengkeh, Kapuk dan Tebu di 
subsektor perkebunan bukan merupakan komoditi basis namun 
komoditi tersebut berpotensi dan berpeluang menjadi basis mengingat 
nilai LQ mendekati nilai 1. Hal  ini dapat terjadi karena adanya faktor 
iklim misal adanya musim kemarau yang panjang, kecilnya luas lahan 
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garapan yang dimiliki petani, rendahnya kualitas teknologi yang 
dimiliki dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (petani).  
              Komoditi yang menjadi basis di Kabupaten Sukoharjo tersebut 
dapat menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas tersebut tidak hanya 
dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sukoharjo tetapi 
juga dapat diekspor keluar wilayah. Penjualan keluar wilayah akan 
menghasilkan pendapatan bagi daerah. Peningkatan pendapatan dari 
komoditi basis juga dapat digunakan untuk mendorong perkembangan 
komoditi non basis agar menjadi komoditi basis. Oleh karena itu, 
komoditi yang menjadi basis inilah yang layak dikembangkan di 
Kabupaten Sukoharjo 
2). Selama Otonomi Daerah 
 Komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di 
Kabupaten Sukoharjo selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-
2007, yaitu subsektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari 
komoditi padi, kacang tanah dan kedelai, sama dengan sebelum 
otonomi daerah. Sedangkan berdasarkan hasil road map 
pengembangan komoditas di Sukoharjo pada tahun 2006 menunjukkan 
hal yang tidak jauh beda dimana yang menjadi basis pada tanaman 
pangan  adalah  padi. Hal itu dipengaruhi dari persebaran penanaman 
padi yang merata di setiap kecamatan dan cuaca yang cocok untuk 
mengembangkannnya. Selain itu, walaupun komoditi jagung dan 
kacang hijau di subsektor tanaman bahan makanan bukan merupakan 
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komoditi basis namun komoditi tersebut berpotensi dan berpeluang 
menjadi basis mengingat nilai LQ mendekati nilai 1. 
 Sedangkan dari subsektor perkebunan terdiri dari komoditi 
mete dan tebu atau mengalami penambahan  satu  komodi basis setelah 
otonomi daerah (2001-2007) yaitu tebu. Namun berdasarkan hasil road 
map pengembangan komoditas di Sukoharjo pada tahun 2006 
menunjukkan hal yang berbeda. Dimana tidak ada komoditi yang 
menjadi basis untuk sektor perkebunan. Dan tanaman tebu hanya 
menjadi komoditas yang potensial (mendekati 1).  Hal tersebut bisa 
terjadi karena penyebaran tanaman perkebunan tidak merata dan hanya 
beberapa kecamatan saja yang potensial untuk perkebunan.  
 Untuk komoditi basis untuk subsektor peternakan setelah 
otonomi daerah  (2001-2007)  terdiri dari kambing, domba dan ayam 
ras. Dimana dari hasil ini agak berbeda pada sebelum otonomi daerah 
yang komoditi basisnya kambing dan kerbau. Namun berdasarkan 
hasil road map pengembangan komoditas di Sukoharjo pada tahun 
2006 menunjukkan hal yang agak berbeda yaitu sapi, kerbau dan 
kambing. Namun demikian  juga dengan komoditi kuda, sapi, itik dan 
kerbau di subsektor peternakan pada saat setelah terjadi otonomi 
daerah , serta subsektor perikanan bukan merupakan komoditi basis. 
Tapi komoditi tersebut berpotensi dan berpeluang menjadi basis 
mengingat nilai LQ mendekati nilai 1. 
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              Komoditi yang menjadi basis di Kabupaten Sukoharjo 
tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Komoditas 
tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten 
Sukoharjo tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah. penjualan keluar 
wilayah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Peningkatan 
pendapatan dari komoditi basis juga dapat digunakan untuk 
mendorong perkembangan komoditi non basis agar menjadi komoditi 
basis. Oleh karena itu, komoditi yang menjadi basis inilah yang layak 
dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo. 
      Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa antara masa 
sebelum maupun selama pelaksanaan otonomi daerah, komoditi 
subsektor yang tergolong dalam klasifikasi komoditi basis tidak jauh 
berbeda. Sektor dan subsektor ekonomi yang pada masa sebelum 
pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi basis di Kabupaten 
Sukoharjo tetap bertahan menjadi komoditi basis pada masa selama 
pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2007. Namun terdapat 
beberapa komoditi yang sebelum otonomi daerah merupakan komoditi 
basis kemudian menjadi komoditi non basis pada selama otonomi 
daerah yaitu subsektor perkebunan yaitu komoditi tebu dan subsektor 
peternakan yaitu komoditi domba dan ayam ras. Sedangkan 
berdasarkan  road map pengembangan  komoditas di Sukoharjo pada 
tahun 2006 juga tidak jauh beda. Yang menjadi indikasi perbedaan 
tersebut adalah karena road map Sukoharjo hanya meneliti tahun 2006 
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sedangkan penelitian ini dari tahu 2001-2007yang merupakan waktu 
yang cukup lama. 
2. Analisis Shiff Share  
  Analisis Shiff Share berguna dalam  menganalisis perubahan struktur 
ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis 
tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan Propinsi 
Jawa Tengah sebagai daerah referensi terhadap perekonomian di 
Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah studi. Tujuan analisis ini adalah 
untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah 
dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Alat analisis ini 
mengasumsikan bahwa perubahan perekonomian suatu daerah dipengaruhi 














a. Masa Sebelum Diterapkan Otonomi Daerah 
      Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Shift-Share Klasik  
 Nij Mij Cij Dij 
Komoditi Eij . rn Eij . (rin - rn) Eij . (rij - rin) Nij + Mij + Cij 
TABAMA 13030.39 -70446.04 66195.64 8780 
Padi 9957.16 -53561.63 49971.47 6367 
Jagung 381.89 -2092.92 4513.03 2802 
Kacang tanah 1081.13 -5735.17 5516.04 862 
Kedelai 1574.63 -8429.96 5631.34 -1224 
PERKEBUNAN 1385.89 -7594.79 5316.90 -892 
Kelapa 510.73 -2804.74 2287.01 -7 
Jambu mente 386.97 -2112.55 1187.58 -538 
Kapuk randu  297.02 -1588.55 1160.53 -131 
Tebu 185.64 -1016.96 615.32 -216 
PETERNAKAN  18775.72 -86077.00 374216.28 306915 
Sapi 6617.85 -36069.99 21942.14 -7510 
Kerbau 568.85 -3141.03 107.18 -2465 
Kambing 10556.95 -563.30 -20834.65 -10841 
Domba 839.14 -4581.91 2243.78 -1499 
Ayam ras 65.42 -360.54 423.12 128 
Itik 67.18 6252.07 322883.74 329203 
PERIKANAN 542.33 -2966.67 211.34 -2213 
TOTAL 33734.34 -167084.50 445940.17 312590.00 
 Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 
       Berdasarkan hasil Analisis Shift-Share menggunakan metode klasik 
pada tabel menunjukkan bahwa perkembangan komoditi (Dij) Kabupaten 
Sukoharjo pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000) 
mengalami kenaikan sebesar 312590. Kenaikan komoditi di Kabupaten 
Sukoharjo tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini : 
 1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Propinsi (Nij) 
             Perkembangan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama tahun 
pengamatan yaitu tahun 1997-2000 telah mempengaruhi kenaikan 
komoditi Kabupaten Sukoharjo sebesar 33734,34. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa perubahan komoditi Kabupaten Sukoharjo sangat 
ditentukan oleh perkembangan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Perubahan 
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ini terjadi pada semua komoditi, dimana semua komoditi mengalami 
kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Kambing di 
subsektor Peternakan yaitu sebesar 10556.95, komoditi Padi di subsektor 
Tanaman bahan makanan sebesar  9957.16 dan komoditi Kelapa di 
subsektor Perkebunan sebesar 510.73. 
 2) Pengaruh Bauran Industri (Mij) 
         Pengaruh bauran industri secara keseluruhan terhadap 
perkembangan komoditi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1997-2000 
menurun sebesar -167084.50. Hal ini berarti kegiatan ekonomi di 
Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu tahun 1997-2000 dianggap tidak 
berkembang atau lebih rendah dari perkembangan ekonomi di tingkat 
propinsi. Karena nilai Mij di sebagian komoditi adalah negatif, ( Kecuali 
Itik di subsektor peternakan yaitu sebesar 6252.07 ) maka pengaruh bauran 
industri dari semua komoditi di Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 
tersebut perkembangannya lebih rendah dari perkembangan komoditi yang 
sama di Propinsi Jawa Tengah. 
 3) Pengaruh Keunggulan kompetitif (Cij) 
       Pengaruh komponen keunggulan kompetitif di Kabupaten 
Sukoharjo pada masa sebelum diterapkannya otonomi daerah dalam kurun 
waktu tahun 1997-2000 berakibat positif bagi perkembangan komoditi 
Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebesar 44590.17. Subsektor yang 
menyumbang nilai kontribusi terbesar adalah subsektor Tanaman bahan 
makanan sebesar 66195.64 dengan komoditi terbesar adalah  Padi sebesar 
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49971.47, subsektor Peternakan sebesar 374216.28 dengan komoditi 
terbesar Itik sebesar 322883.74 dan subsektor Perkebunan sebesar 
53176.90 dengan komoditi terbesar Kelapa sebesar 2287.0 
  b. Masa Selama Diterapkan Otonomi Daerah 
                Tabel 4.14. Hasil Perhitungan Shift-Share Klasik Kabupaten  
Sukoharjo Tahun 2001-2007 
 Nij Mij Cij Dij 
Komoditi Eij . rn Eij . (rin - rn) 
Eij . (rij - 
rin) Nij + Mij + Cij 
TABAMA -3691.23 -63025.31 63480.55 -3236 
Padi -2448.60 -45153.56 44801.16 -2801 
Jagung -305.25 -5741.20 5013.45 -1033 
Kacang tanah -392.35 -6919.63 9175.98 1864 
Kedelai -273.2 -4983.06 4043.26 -1213 
Kacang hijau -4.95 -94.00 45.95 -53 
PERKEBUNAN -237.7 -4485.19 3356.89 -1366 
Kelapa -101.8 -1926.14 1232.94 -795 
Cengkeh -1.2 -22.79 17.99 -6 
Jambu mente -49.8 -938.23 588.03 -400 
Kapuk randu  -46.85 -873.63 542.48 -378 
Tebu -38.05 -708.48 959.53 213 
PETERNAKAN  -3250.95 -59703.99 65116.94 2162 
Kuda -11.2 -209.74 223.94 3 
Sapi -1135.7 -21168.07 25705.77 3402 
Kerbau -7.1 -134.73 143.83 2 
Kambing -1879.8 -31244.61 30911.41 -2213 
Domba -157.15 -2919.71 3471.86 395 
Ayam ras -43.1 -797.35 1325.45 485 
Itik -16.9 -311.56 416.46 88 
PERIKANAN -12.45 -232.88 284.33 39 
perikanan darat -12.45 -232.88 284.33 39 
TOTAL 
-
14117.78 -251826.73 261142.51 -4802.00 
   Sumber Hasil Olahan Data Sekunder. 
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Berdasarkan hasil Analisis Shift-Share menggunakan metode 
klasik pada tabel menunjukkan bahwa perkembangan komoditi (Dij) 
Kabupaten Sukoharjo pada masa selama pelaksanaan otonomi daerah 
(tahun 2001-2007) mengalami Penurunan sebesar -2401. Kenaikan 
komoditi di Kabupaten Sukoharjo tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 
berikut ini : 
 1).  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Propinsi (Nij) 
            Perkembangan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama tahun 
pengamatan yaitu tahun 2001-2007 telah mempengaruhi penurunan 
komoditi Kabupaten Sukoharjo sebesar -7192.33. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa perubahan komoditi Kabupaten Sukoharjo 
sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi Propinsi Jawa 
Tengah. Perubahan ini terjadi pada semua komoditi. Komoditi yang 
mengalami penurunan terbesar adalah Padi di subsektor Tabama 
yaitu sebesar  -2448.60, komoditi Kambing di subsektor Peternakan 
sebesar -1879.8 dan  komoditi Kelapa di subsektor Perkebunan 
sebesar -101.8. 
 2). Pengaruh Bauran Industri (Mij) 
              Pengaruh bauran industri secara keseluruhan terhadap 
perkembangan komoditi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2001-
2007 Penurunan sebesar -127447.38. Hal ini berarti kegiatan 
ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2001-
2007 dianggap  tidak berkembang atau lebih rendah dari 
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perkembangan ekonomi di tingkat propinsi. Karena nilai Mij 
diseluruh komoditi adalah negatif maka pengaruh bauran industri 
dari semua komoditi di Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 
tersebut perkembangannya lebih rendah dari perkembangan komoditi 
yang sama di Propinsi Jawa Tengah. 
 3).  Pengaruh Keunggulan kompetitif (Cij) 
               Pengaruh komponen keunggulan kompetitif di Kabupaten 
Sukoharjo pada masa selama diterapkannya otonomi daerah dalam 
kurun waktu tahun 2001-2007 berakibat positif bagi perkembangan 
komoditi Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebesar 132238.71. Subsektor 
yang menyumbang nilai kontribusi terbesar adalah subsektor 
Tanaman bahan makanan sebesar 63480.55 dengan komoditi terbesar 
adalah  Padi sebesar 44801.16, subsektor Peternakan sebesar 
65116.94 dengan komoditi terbesar Kambing sebesar 30911.41 dan 
subsektor Perkebunan sebesar 3356.89  dengan komoditi terbesar 
Kelapa sebesar 1232.94. 
 
3. Analisis Model Ratio Pertumbuhan  
Untuk mendukung dari hasil analisis LQ dalam menentukan deskripsi 
kegiatan ekonomi yang dominan atau potensial bagi Kabupaten Sukoharjo 
dalam penelitian ini, maka digunakan pula alat analisis MRP. Pada dasarnya 
alat analisis MRP sama dengan LQ, namun letak perbedaannya pada kriteria 
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penghitungannya. Pada analisis LQ penghitungannya menggunakan kriteria 
kontribusi, sedangkan analisis MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.  
  Menurut model MRP ini ada dua macam rasio yang digunakan yaitu 
Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan 
Wilayah Studi (RPs). Apabila RPR maupun RPs lebih besar dari satu maka 
disebut memiliki nilai nominal (+) dan bila RPR dan RPs kurang dari satu 
maka disebut memiliki nilai nominal (-). Berdasarkan hasil perhitungan 
MRP pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000) 

















a. Masa Sebelum diterapkannya Otonomi Daerah 
      Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan  
Komoditi MRP 
RPr RPs 
RIIL Nominal RIIL Nominal 
TABAMA 0.45 - 1.50 + 
Padi 0.21 - 3.12 + 
Jagung 1.18 + 6.21 + 
Kacang tanah 0.97 - 0.82 + 
Kedelai -0.25 - 3.11 + 
Kacang hijau 2.08 + -0.20 - 
PERKEBUNAN 4.83 + -0.13 - 
Kelapa -0.01 - 1.16 + 
Cengkeh -0.59 - 0.00 - 
Jambu mente 32.30 + -0.04 - 
Kapuk randu  0.27 - -1.66 - 
Tebu -0.79 - 1.48 + 
PETERNAKAN  0.61 - 1.95 + 
Kuda -0.26 - 6.45 + 
Sapi 0.23 - -4.95 - 
Kerbau -0.78 - 5.53 + 
Kambing 39.54 + -0.03 - 
Domba 0.49 - -3.62 - 
Ayam ras -2.26 - -0.87 - 
Itik -0.14 - -2.61 - 
PERIKANAN -0.22 - 18.85 + 
perikanan darat -0.22 - 18.85 + 
     Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 
             Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada tabel diatas, maka 
dengan melihat dan membandingkan nilai RPR dan nilai RPs dapat 
diketahui komoditi apa saja yang potensial untuk dikembangkan di 
Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah pada masa sebelum 
pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, setiap komoditi diklasifikasikan sesuai dengan 
analisis MRP yang memberikan empat klasifikasi sebagai berikut : 
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1). Komoditi pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan pada tingkat 
Kabupaten Sukoharjo memiliki pertumbuhan yang menonjol yaitu: 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan meliputi : Jagung  
2). Komoditi yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten 
Sukoharjo kurang menonjol (kategori kedua), yaitu : 
· Subsektor Perkebunan : Jambu Mente 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan : Kacang Tanah 
· Subsektor Peternakan meliputi : Kambing  
3). Komoditi pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang 
kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sukoharjo memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, yaitu : 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan meliputi : Kedelai, 
Kacang tanah dan Padi 
· Subsektor Perkebunan meliputi : Kelapa dan Tebu 
· Subsektor Peternakan meliputi : Kuda dan Kerbau 
· Perikanan meliputi perairan. 
4). Komoditi yang pertumbuhannya kurang menonjol, baik pada  
tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten 
Sukoharjo, yaitu: 
· Subsektor Perkebunan : Cengkeh dan Kapuk randu 




b. Masa Selama diterapkannya Otonomi Daerah. 
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan   
Komoditi MRP 
RPr RPs 
RIIL Nominal RIIL Nominal 
TABAMA 0.01 - -1.07 - 
Padi 0.00 - -5.41 - 
Jagung 0.06 - -0.71 - 
Kacang tanah 0.05 - 1.34 + 
Kedelai -0.12 - 0.48 - 
Kacang hijau 0.13 - -1.06 - 
PERKEBUNAN -0.08 - 1.02 + 
Kelapa -0.05 - 2.08 + 
Cengkeh -0.23 - 0.29 - 
Jambu mente -0.12 - 0.85 - 
Kapuk randu  -0.04 - 2.75 + 
Tebu -0.01 - -5.58 - 
PETERNAKAN  2.22 + 0.00 - 
Kuda -0.04 - -0.09 - 
Sapi 0.03 - 1.20 + 
Kerbau -0.13 - -0.03 - 
Kambing 0.01 - -0.11 - 
Ayam ras -0.24 - -0.63 - 
Itik 319.15 + 0.00 - 
PERIKANAN -0.05 - -0.79 - 
        Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder. 
      Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada tabel diatas, maka 
dengan melihat dan membandingkan nilai RPR dan nilai RPs dapat 
diketahui komoditi apa saja yang potensial untuk dikembangkan di 
Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah pada masa selama 
pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001-2007). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, setiap komoditi diklasifikasikan sesuai dengan 




1).  Komoditi yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan tingkat 
Kabupaten Sukoharjo memiliki pertumbuhan yang menonjol (Kategori 
pertama), berdasarkan hasil perhitungan analisis MRP tidak ada sektor 
ekonomi yang memenuhi kategori ini.  
2). Komoditi yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sukoharjo 
kurang menonjol (kategori kedua), yaitu :. 
· Subsektor Peternakan meliputi : Itik 
3). Komoditi yang pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang 
kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sukoharjo memiliki 
pertumbuhan yang menonjol, yaitu : 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan : Kacang Tanah 
· Subsektor Perkebunan : Kelapa dan Kapuk Randu 
· Subsektor Peternakan : Sapi  
4). Komoditi yang pertumbuhannya kurang menonjol, baik pada tingkat 
Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 
· Subsektor Tanaman Bahan Makanan : Padi, Jagung, Kedelai 
dan  Kacang Hijau  
· Subsektor Perkebunan ; Cengkeh, Jambu Mete dan Tebu. 
· Subsektor Peternakan meliputi : Kuda, Domba, Kerbau dan 
Ayam ras. 




4. Analisis Overlay 
Analisis ini digunakan untuk menentukan sector – sector ekonomi 
maupun unggulan maupun potensial berdasarkan criteria pertumbuhan ( 
MRP/RPs) dan criteria kontribusi (LQ). Dengan mempertimbangkan kedua 
criteria tersebut, penentuan kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial dapat 
lebih akurat (Maulanan Yusus dalam Lilis Siti Badriah,2003:152) 
a. Masa sebelum diterapkannya otonomi Daerah 
Tabel 4.17. Hasil Perhitungan Overlay Kabupaten Sukoharjo 
Komoditi RPs Nominal LQ Nominal Total 
TABAMA 1.50 + 0.95 - 2.45 
Padi 3.12 + 1.08 + 4.20 
Jagung 6.21 + 0.31 - 6.52 
Kacang tanah 0.82 - 1.64 + 2.46 
Kedelai 3.11 + 1.59 + 4.70 
Kacang hijau -0.20 - 0.13 - -0.07 
PERKEBUNAN -0.13 - 0.33 - 0.20 
Kelapa 1.16 + 0.27 - 1.43 
Cengkeh 0.00 - 0.02 - 0.02 
Kapuk -0.04 - 0.48 - 0.44 
Mete -1.66 - 1.43 + -0.23 
Tebu 1.48 + 0.40 - 1.88 
PETERNAKAN  -1.95 - 1.30 + 28.19 
Kuda 6.45 + 0.45 - 6.90 
Sapi -4.95 - 0.63 - -4.32 
Kerbau 5.53 + 1.24 + 6.77 
Kambing -0.03 - 15.98 + 15.95 
Domba -3.62 - 0.67 - -2.95 
Ayam ras -0.87 - 0.67 - -0.20 
Itik -2.61 - 0.83 - -1.78 
PERIKANAN 18.85 + 1.39 + 20.24 
perikanan darat 18.85 + 1.39 + 20.24 
Sumber : Hasil Olahan Data 
 Berdasarkan hasil perhitungan analisis Overlay pada table diatas, 
maka dapat dilihat komoditi unggulan maupun potensial di Kabupaten 
Sukoharjo berdasarkan criteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan kriteria 
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Kontribusi (LQ) pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 
1997-2000). Hasil penelitian tersebut kemudian setiap subsektornya 
diklasifikasikan sesuai dengan analisis Oberlay yang memberikan klasifikasi 
sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), merupakan suatu 
sector/subsektor yang dominant baik dari segi pertumbuhan maupun 
dari segi kontribusi, berarti sector/subsektor tersebut sebagai 
sector/subsektor unggulan di Kabupaten Sukoharjo. Sektor/subsektor 
yang termasuk dalam klasifikasi ini, yaitu : 
a. Subsektor Tanaman bahan Makanan meliputi : Padi dan 
Kedelai 
b. Subsektor Perkebunan meliputi : Kelapa 
c. Subsektor Peternakan : Kerbau 
d. Perikanan meliputi Perikanan 
2. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), merupakan sector / subsektor 
yang memiliki pertumbuhan yang kecil tetapi kontribusinya besar. 
Sektor/subsektor ini dimungkinkan sebagai sector/subsektor yang 
sedang mengalami penurunan. Subsektor yang termasuk kategori ini, 
yaitu : 
a. Subsektor Tanaman bahan Makanan meliputi : Kacang Tanah 
b. Subsektor Perkebunan meliputi : Kapuk Randu 




b. .Masa setelah diterapkan Otonomi Daerah 
Tabel 4.18. Hasil Perhitungan Overlay Kabupaten Sukoharjo 
Komoditi RPs Nominal LQ Nominal Total 
TABAMA -1.07 - 1.50 + 0.43 
Padi -5.41 - 1.72 + -3.69 
Jagung -0.71 - 0.52 - -0.19 
Kacang tanah 1.34 + 3.68 + 5.02 
Kedelai 0.48 - 2.54 + 3.02 
Kacang hijau -1.06 - 0.04 - -1.02 
PERKEBUNAN 1.02 + 0.48 - 1.50 
Kelapa 2.08 + 0.30 - 2.38 
Cengkeh 0.29 - 0.08 - 0.37 
Kapuk 0.85 - 0.74 - 1.59 
Mete 2.75 + 1.29 + 4.04 
Tebu -5.58 - 1.03 + -4.55 
PETERNAKAN  0.00 - 1.05 + 1.00 
Kuda -0.09 - 0.82 - 0.73 
Sapi 1.20 + 0.95 - 2.15 
Kerbau -0.03 - 0.14 - 0.11 
Kambing -0.16 - 6.58 + 6.47 
Domba -0.15 - 4.05 + 3.90 
Ayam ras -0.63 - 3.13 + 2.50 
Itik 0.00 - 0.67 - 0.67 
PERIKANAN -0.79 - 0.93 - 1.72 
perikanan darat -0.79 - 0.93 - 1.72 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis Overlay pada table diatas, maka 
dapat dilihat komoditi unggulan maupun potensial di Kabupaten Sukoharjo 
berdasarkan criteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan kriteria Kontribusi (LQ) 
pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2001 – 2007). Hasil 
penelitian tersebut kemudian setiap subsektornya diklasifikasikan sesuai 
dengan analisis Oberlay yang memberikan klasifikasi sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), merupakan suatu sector/subsektor 
yang dominant baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi 
kontribusi, berarti sector/subsektor tersebut sebagai sector/subsektor 
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unggulan di Kabupaten Sukoharjo. Sektor/subsektor yang termasuk 
dalam klasifikasi ini, yaitu : 
a.   Subsektor Tanaman bahan Makanan meliputi : Kacang Tanah 
b. Subsektor Perkebunan meliputi : Kelapa 
c.   Subsektor Peternakan : Kerbau 
   d.   Perikanan meliputi Perikanan 
2. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), merupakan sektor/subsektor ini 
dimungkinkan sebagai sektor/subsektor yang sedang mengalami 
penurunan. Subsektor yang termasuk ategori ini, yaitu : 
a.   Subsektor Tanaman abahan Makanan meliputi : Padi dan Kedelai 
b. Subsektor Perkebunan meliputi : Tebu 
c.   Subsektor Peternakan : Kambing dan Domba 
3. Pertumbuhan (+) dan Kontribusi(-) , merupakan subsektor yang 
memiliki pertumbuhan  yangg besar tetapi kontribusinya mengalami 
penurunan. Subsektor yang termasuk kategori ini, yaitu  
a.   Subsektor Perkebunan : Kelapa 
b. Subsektor Perkebunan  meliputi Sapi 
4. Pertumbuhan (-) dan Kontribusi (-), merupakan komoditi yang 
pertumbuhannya dan kontribusinya urang menonjol baik ditingkat 
Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Sukoharjo 
a.  Subsektor Perkebunan meliputi : Cengkeh dan Kapuk 
                     b.Subsektor Peternakan : Kuda, Kerbau dan Itik 
c. Subsektor Perikanan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
  Dalam bab  ini akan disampaikan beberapa secara keseluruan dari 
hasil analisis data yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Dari 
kesimpulan yang ada akan dikemukakan saran – saran yang berhubungan 
dengan permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga diharapkan dapat 
berguna  dan menjadi suatu bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan. 
Pada serangkaian studi yang telah dipaparkan khususnya dibagian hasil 
analisis dan pembahasan dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil perhitungan analisis Location Quotients pada masa sebelum 
pelaksanaan otonomi daerah yaitu tahun 1997-2000, dapat diketahui 
komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di Kabupaten 
Sukoharjo, yaitu subsektor tanaman bahan makanan terdiri dari padi, 
kacang tanah dan  kedelai,  subsektor  perkebunan adalah mete, sedangkan 
subsektor peternakan terdiri dari kambing dan kerbau. Sementara selama 
pelaksanaan otonomi daerah yaitu kurun waktu tahun 2001-2007, 
komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di Kabupaten 
Sukoharjo, yaitu subsektor tanaman bahan makanan terdiri dari padi, 
kacang tanah dan kedelai, sedangkan subsektor perkebunan terdiri dari 
mete dan tebu, sedangkan subsektor peternakan terdiri dari kambing, 
domba,  dan ayam ras. Dari hasil tersebut menunjukkan hasil bahwa untuk 
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komositi basis sebelum setelah otonomi daerah cenderung tidak jauh beda 
atau selama 11 tahun tidak jauh beda.  
2. Berdasarkan perhitungan analisis Shift-Share metode klasik, diketahui 
bahwa pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1997-2000 
dan selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000-2007 dapat diketahui 
bahwa besarnya pertumbuhan daya saing dan pertumbuhan ekonomi 
nasional mempengaruhi perubahan komoditi Kabupaten Sukoharjo 
sedangkan  besarnya pengaruh pertumbuhan proporsional menyebabkan 
menurunnya komoditi Kabupaten Sukoharjo. 
3. Berdasarkan hasil analisis MRP diketahui bahwa komoditi yang memiliki 
pertumbuhan yang menonjol di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan 
komoditi yang sama di wilayah propinsi Jawa Tengah  pada masa sebelum 
pelaksanaan otonomi pada tahun 1997-2000 adalah subsektor  tanaman 
bahan makanan meliputi jagung.  
4. Berdasarkan analisis Overlay menunjukkan bahwa masa sebelum 
pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1997-2000 komoditi dominan 
yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo karena memenuhi 
kriteria pertumbuhan yang positif dan kontribusi yang bernilai negatif 
yaitu subsektor tanaman bahan makanan meliputi komoditi jagung, 
subsektor perkebunan meliputi  tebu, subsektor peternakan meliputi kuda. 
Sementara kegiatan ekonomi yang dominan dari segi pertumbuhan dan 
kontribusi untuk dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo pada masa 
selama pelaksanaan otonomi daerah kurun waktu tahun 2001-2007 adalah 
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subsektor perkebunan meliputi komoditi kelapa, subsektor peternakan 
meliputi sapi.  
5.   Hal yang dapat di simpulkan  dari penelitian ini ialah pada komoditas 
sektor pertanian  Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya perubahan 
dari sebelum terjadinya otonomi daerah dan setelah otonomi daerah 
namun kecil atau tidak jauh beda. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan 
dari Hayami dan Kikuchi (dalam Kasryno,1984) menyatakan bahwa 
aktivitas pertanian di kawasan perdesaan sulit untuk dipisahkan dari 
kegiatan ekonomi keseluruhan karena kegiatan yang telah berlangsung 
turun temurun tersebut telah menjadi budaya dan berbeda dengan 
karakteristik sector industri, perdagangan dan lain-lain. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diuraikan beberapa saran 
terhadap kebijakan pengembangan sektor pertanian yang perlu dilakukan oleh 
Kabupaten Sukoharjo yaitu : 
1. Memperkuat basis bagi pengembangan produk unggulan berupa penerapan 
sistem akuntabilitas, spesialisasi tugas sesuai dengan keahliannya dan 
peningkatan pengendalian dan pengawasan.  
2. Memelihara kesinambungan produksi unggulan yang telah berkembang 
untuk mendapatkan proritas kegiatan di samping mengadopsi teknologi 
yang sesuai dengan kondisi lapangan dan berorientasi pada pasar. 
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3. Mengembangkan dan meningktkan system kerjasama dengan pihak-pihak 
terkait seperti perbankkan, investor, perusahaan pengolahan hasil produksi 
pertanian,dinas pertanian atau pemerintah daerah  dan  media massa baik 
cetak maupun elektronik guna memperlancar hubungan, perbaikan 
mutu/kwalitas, dan pendanaan. 
4. Adanya peningkatan keterampilan, pengetahuan, wawasan mengenai 
agribisnis serat bidang-bidang lain yang mendukung baik berupa pelatihan 
dan penyuluhan.  
5. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten sukoharjo, 
maka pemerintah mampu mempromosikan daerahnya sehingga mampu 
menarik minat investor baik dari dalam maupun luar daerah dengan 
melakukan beberapa perbaikan dari segi infrastruktur, birokrasi maupun 
iklim usaha yang  kondusif. Sebab, dengan adanya otonomi daerah tiap – 
tiap daerah harus mampu menggali potensi daerahnya sendiri untuk 
membiayai pembangunan yang dijalankan. 
6.   Informasi mengenai sektor basis sangat penting karena sektor basis 
mampu memberikan gambaran mengenai potensi dan karakteristik stuktur 
ekonomi sebagai acuan dalam menyusun  perencanaan daerah. Sektor 
basis memiliki kemampuan yang tinggi, sektor ini mampu menghasilkan 
produk lokal atau ekspor sehingga  sektor ini akan memacu pertumbuhan 
ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu  diperlukan  kebijakan-kebijakan daerah yang mendukug sektor 
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basis dengan harapan nantinya sektor ini juga mampu mengatur sektor non 
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